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ABSTRAK

Nama : Rezania Ulfah C
Program Studi : Perpajakan
Judul : Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak pada

Mahkamah Agung ditinjau dari Azas Keadilan dan Kemudahan Administrasi

Tesis ini membahas tentang peninjauan kembali atas putusan pengadilan
pajak pada Mahkamah Agung. Peneltian ini menggunakana metode kualitatif dalam
upaya menggali informasi seluas-luasnya dari para informan yang berkecimpung di
dunia perpajakan.Terdapat dua masalah besar yang diangkat dalam tesis ini, yaitu
biaya perkara yang dipukul rata untuk tiap pemohon serta tidak jelasnya batas waktu
penyelesaian kasus peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak pada
Mahkamah Agung. Biaya perkara berhubungan dengan azas keadilan serta waktu
yang berhubungan dengan azas kemudahan administrasi. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan untuk tesis ini, maka diperoleh fakta bahwa yang menjadi penyebab
lamanya pengambilan keputusan di tingkatakan peninjauan kembali adalah faktor
undang-undang yang tidak jelas, institusi, struktur Mahkamah Agung, serta sumber
daya manusia yang kurang kompeten.

Kata kunci : Peninjauan, Kembali, Keadilan, Kemudahan, Administrasi
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ABSTRACT

Name : Rezania Ulfah C
Study Program : Perpajakan
Title - Judicial Review on the Tax Court Decision to Supreme Court

based on Equity and Ease and Adminisrration Principle

The thesis is about judicial review on the tax court decision to supreme court
based on equity and ease of administration principle. The research is conducted using
qualitative method in order to get the widest possibility of the information from the
parties who are actively involved in the taxation area. There were two major
problems in this thesis, the admnistration fee and the unclear deadline for the judicial
review settlement. The administration fee related to equity principle and the unclear
deadline related to ease of administration principle. Based on the research conducted,
it is found out that allthe problem occured because of the unclear law, the institutional
problem, the supreme court structure, and the mismatch human resources.

Keywords : Judicial, Review, Equity, Ease of Administration .
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang

Tesis ini membahas pengajuan Peninjauan KembaK"["P
pada Mahkamah Agung ("MA”) atas putusan PengadiRajak
ditinjau dari azas keadilan dan kemudahan admasstrdengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kdkan di Jakarta
pada bulan Agustus 2009 sampai dengan Mei 2010.

Semakin berkembangnya aktivitas dunia yang ak#vitania
usaha yang ditandai dengan semakin beragamnya ¢kms cara
bertransaksi bisnis melahirkan semakin banyak jpesdoe yang timbul
dalam menafsirkan suatu jenis dan transaksi bterientu dilihat dari
sisi perpajakan. Perbedaan tersebut sebagian Ibiesanl karena
terbatasnya peraturan pajak yang ada tidak dapatakup dan tidak
secara jelas mengatur aspek pajak atas seluruls j@an cara
bertransaksi bisnis sehingga timbul beberapa peaafgang berbeda
berdasarkan peraturan pajak yang ada. Perbedadah iyang
menimbulkan sengketa pajak. Sengketa pajak dewasadrupakan
proses yang tidak terelakkan. Sengketa pajak mkampbagian yang
“harus” timbul dalam upaya penegakkan fungsi regue dan fungsi
budgetair yang diemban oleh pemerintah.

Dari sisi ekonomi, Wajib Pajak menginginkan agabde
pajak yang dipikulnya betul-betul didasarkan paéd#dnaran yang
objektif sesuai dengan peraturan perpajakan yarigkoe Sedangkan
fiskus sebagai otoritas perpajakan di Indonesiaapadsarnya
menginginkan agar Wajib Pajak dapat memenuhi k&aajpajaknya
dengan baik, yaitu dapat melunasi pajak yang teguta yang
seharusnya dengan benar. Dengan demikian pada abakak
kebenaran objektif yang mengarah pada keadilan roglagak itu

karena dapat terwujud dengan baik manakala perafpeaundang-
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undangan an ditafsirkan dan dimplementasikan kdaklah pihak
secara benar (Sukri : 2002)

Proses sengketa pajak dimulai dari pengajuan tembahas |
dan Il pada saat proses pemeriksaan pajak, kebekaefzada kantor
wilayah pajak, banding pada pengadilan pajak, ddirmya PK pada
kepada Mahkamah Agung. Pada tesis ini penulis mamsfan pada
PK pada MA Republik Indonesia karena ini adaldtimate effort
(upaya akhir)yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak dalam penaoaria
keadilan atas penyelesaian sengketa perpajakantggadi diantara
fiskus dan Wajib Pajak.

Seiring dengan makin berjalannya waktu, jumlah pgran
PK semakin banyak. Tabel berikut ini menunjukkantgabahan
yang signifikan jumlah permohonan PK atas Putusang&dilan
Pajak.

Tabel 1 Jumlah PK atas Putusan Pengadilan Pajak yanbelum diputus
Tahun 2003-2010

Tahun Jumlah Perkara
2003 3
2004 21
2005 99
2006 174
2007 249
2008 241
2009 892
2010 189

Total 1868

Sumber: Situs Mahkmah Agung Republik Indonesia
www.mahkamahagung.go.igang diakses pada 27 November 2009 pukul
21.30 telah diolah sendiri)

Jumlah perkara diatas merupakan jumlah perkara pahgn
diputus sampai dengan sekarang. 1.868 perkara saumerupakan
jumlah yang sangat besar dan bukan pekerjaan rinf@mun
peningkatan kesadaran akan proses penyeleghiarate tax dispute
(sengketa terakhir)ini tidak diikuti oleh perbaikan sistem dari PK
kepada MA Fakta dilapangan menunjukkan bahwa bepakara
yang diajukan pada tahun 2007 pun belum diputugdairsaat ini. Hal

ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan pangadndangan
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yang berlaku. Dalam UU No. 14 tahun 2002 tentanpReilan Pajak
Pasal 93, disebutkan bila MA memeriksa dan mempéarsmohonan
PK dengan ketentuan :

a. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permoh&tan
diterima oleh MA telah mengambil putusan, dalam hal
Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pensaiks
acara biasa.

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohd?i&an
diterima MA telah mengambil putusan melalui
pemeriksaan acara cepat.

Hal inilah yang menyebabkan keadilan yang dicaduieebelah pihak
yang bersengketa, yaitu fiskus dan wajib pajak satuk dipenuhi. .

Kenyataan ini tentu saja merugikan Wajib Pajak daektorat
Jenderal Pajak sebagai pihak yang mengajukan PkKugieen yang
dialami keduanya baik Wajib Pajak dan Direktorahdizal Pajak
meliputi aspek-aspek berikut ini:
1. Kerugian material

Kerugian material ini meliputi biaya yang harukediuarkan
oleh para pihak yang mengajukan PK, seperti bigylgra dan biaya
untuk mengurus proses PK tersebut, seperti biagmsportasi untuk
mengurus perkara PK ini melalui Pengadilan Pajalkyd perkara
pengajuan PK ditetapkan sejumlah Rp 2.500.000 utyk perkara
yang diajukan tanpa melihat kondisi Wajib Pajak gzanengajukan
permohonan PK ini.
2. Kerugian immaterial

Kerugian immaterial ini merupakan kerugian yaruaki dapat
dikuantifikasi, misalnya waktu yang diperlukan untumengurus
jalannya permohonan PK yang tidak sedikit, hinggaldarkannya no
perkara dari Mahkamah Agung, tidak kurang dipentukaktu sekitar
6-12 bulan. Belum lagi masa penantian keluarnyaigaut dari MA
sendiri, dapat mencapai lebih dari 2 tahun. Inttesaja sangat tidak

efektif dan efisien apalagi jika dilihat dari sudisiensi bisnis.
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Tidak ada upaya yang dapat dilakukan oleh WajillakPa
tentang hal ini. Satu-satunya hal yang dapat diakwleh pemohon
PK hanyalah menunggu. Proses PK yang seharusnyadnbarapan
terakhir baik dari pihak wajib pajak maupun fiskoenjadi sangat
tidak efektif dan efisien. Ketidakefektifan dan ikekefisienan proses
ini tentu saja bertentangan dengan dua azas pkapajgaitu azas
keadilan dan kemudahan administrasi. Azas keadhlapada intinya
menyatakan bahwa Wajib Pajak diperlakukan sesuangate
kondisinya, sedangkan azas kemudahan administaara substansi
menjelaskan bahwa pengadministrasian pajak haresiahomis dari
sisi biaya dan efisien dari segi prosedur.

Dalam kaitan dengan penulisan tesis ini, penulisnb&sud
mengangkat isu PK pada MA atas putusan PP dengenkaadilan
dan kemudahan administrasi. ldealnya suatu kelmjakablic harus
mampu memenuhi aspek dua azas perpajakan terselpairti yang
dijabarkan diatas. Sehingga akan tercipta suataikésngan dalam
struktur masyarakat.

1.2 Batasan Masalah

Terdapat banyak masalah yang berkaitan dengan Rk iBi
yang berkaitan dengan aspek pajak maupun aspekrimyle Namun
di sini penulis membatasi hanya akan meninjauglaripajaknya saja.
Dari sisi pajakpun, penulis hanya membatasi unteketaah dari sisi
azas keadilan dan kemudahan administrasi. Pembatasagsalah ini
dilakukan karena adanya keterbatasan sumber dakta \@an materi
yang dimiliki oleh penulis.
1. 3 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam sub bab batakang,
jelas terdapat ketidaksesuaian antara tataran igealg tercantum
dalam Undang-undang) dengan pelaksanaan di lapafg@momena
dilapangan, yang ditunjukkan dengan banyaknya jonkasus PK
pada MA yang masih menggantung menunjukkan ketemkaian
tersebut. Hal ini tentu saja menjadi masalah baga pemohon PK,

Universitas Indonesia
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baik Wajib Pajak maupun fiskus. Lamanya proses aegan

keputusan serta ketidakjelasan proses PK merup@kermena yang

harus diteliti lebih lanjut. Apa sebenarnya faki@ktor penyebab
fenomena ini. Fenomena ini jelas bukan suatu hahgya
menguntungkan di tengah persaingan ekonomi glolaa dsaha
segenap komponen bangsa dan negara untuk merijddbkek dalam
tataran hukum dan ekonomi.

Selain itu fenomena diatas jelas bertentangan denagas —azas
perpajakan. Keterbatasan waktu yang dimiliki penulserta
pertimbangan agar analisa tesis ini dapat memgdoih tajam, maka
penulis hanya memfokuskan pada masalah-masalapasddmaikut:

1. Apakah proses PK sudah sesuali dengan azas ameaddn
kemudahan administrasi?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatangarabilan
keputusan dalam proses pengajuan PK kepada MahkAignaig
agar sesuai dengan peraturan perundang-undangamagafn

1.4 Tujuan Pembahasan Masalah

1. Mengetahui dan menganalisis apakah proses P&k ggda MA
sudah sesuai dengan azas keadilan dan kemudahansidsi

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengkan

keputusan dalam proses pengajuan PK pajak padaavietik Agung

1.5 Signifikansi Penulisan

Tesis ini dibuat untuk memenuhi tiga tujuan besar
1.5.1 Akademis

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikanbaagan
berarti pada dunia akademis. Sumbangan akademasagikan dapat
diberikan berdasarkan analisis atas teori yangaterttengan azas

keadilan dan kemudahan administrasi dan praktelg yenadi di

lapangan tingkat MA.

1.5.2 Praktis

Paradigma yang berkembang selama ini, PK bukaniéramp yang

utama mengingat ketidakpastian proses yang hajlardioleh kedua
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belah pihak, baik pemohon maupun termohon PK. mjlan tesis
ini mampu memberikan suatu sudut pandang baru baheses PK
merupakan alternatif yang dapat ditempuh sebagayal akhir
penyelesaian sengketa perpajakan.
1.5.3 Kebijakan
Dari sudut kebijakan, diharapkan tesis ini mampuynenbangkan

suatu pemikiran tentang rumusan model PK yang bsladel ini
diharapkan mampu menjawab kegelisahan para pen@kKanaupun
termohon PK sekaligus sebagai suatu saran bagi peatanus
kebijakan dan pembuat Undang-Undang.
1.6. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini adséddagai berikut:
BAB | PENDAHULUA N

Bab ini terdiri dari lima sub bab. Adapun sub bab terdiri
dari latar belakang, identifikasi masalah, batasasalah, rumusan
masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan masdgah,signifikansi
penulisan. Secara ringkas, bab ini merupakan ggrl@amal bagi
penulisan tesis ini.
BAB | KERANGKA BERPIKIR

Bab ini merupakan landasan ilmiah dari tesis ir@orl-teori
yang berkaitan dengan azas keadilan dan kemudathamiatrasi
yang menjadi landasan penulisan tesis, dibahaslandbab ini.
BAB IIl METODE PENELITIAN

Tesis ini mengambil tema tentang kesesuaian keadilan
dan kemudahan administrasi. Oleh sebab itu pemésggunakan
metode penelitian kualitatif deskriptif. Di dalanany penulis
menggunakan metode wawancara mendalam dan stietatlit
sebagai alatr apakah proses PK pada MA atas putBeagadilan

Pajak sudah memenuhi azas keadilan dan kemudahansiidsi.
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BAB IV DASAR HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PAJAK
PADA MAHKAMAH AGUNG ATAS PUTUSAN PENGADILAN
PAJAK

Bab ini menguraikan tentang peraturan-peraturan gyan
berkaitan dengan proses PK pada MA atas putusagefiéen Pajak.
Selain menguraikan, bab ini juga berisi ringkasami gberaturan-
peraturan pelaksana tersebut.
BAB V PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti pembahasan dari tesis iab Bii berisi
analisis hasil penelitian dari pertanyaan peneliyang terdapat di
dalam sub bab rumusan masalah dan pertanyaant@enedhelain itu,
bab ini juga merupakan bab yang menjabarkan tengmmgbaran
umum proses PK dan peraturan pelaksanaan dilaparygag
berkaitan dengan peninjuan kembali. Peraturan yhibghas dalam
bab ini berkaitan dengan dua sisi, yaitu darisggak dan sisi hukum.
BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup rangkaian penulisan tesi8ab
berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang temtlagalam bab
pembahasan serta rekomendasi atas kenyataan yajagli teli

lapangan.
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BAB 2

KERANGKA BERPIKIR

2.1 Hukum Perpajakan

Kerangka pikir dari tesis ini dimulai dengan pemndsdn
tentang hukum Pajak. Penulis mengutip definisi mulpajak menurut
Brotodihardjo (1995:1) sebagai berikut:

Keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang
pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan
menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan
melalui kas negara, sehingga ia merupakan hukunikpub
yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara
dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang
berkewajiban membayar pajak.

Dalam praktek, kalimakeseluruhan dari peraturan-peraturan
yang dimaksud pada pengertian hukum pajak diatagjkan sebagai
Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputdsauteri yang
mengatur perpajakan pada tingkat nasional. Sedang&éda tingkat
daerah, dikenal dengan yang disebut dengan Pamafid@arah dan
Keputusan Gubernur. Oleh sebab itu, UU perpajalegratddikatakan
sebagai seperangkat peraturan yang terdiri UU taesseraturan
pelaksanaannya (Mansury, 1996:20). Dalam tesis peingertian
hukum pajak dalam rangka PK pajak termasuk ke dalamaturan
tingkat nasional. Ini disebabkan, PK pajak hanypatiaiajukan pada
MA yang hanya terdapat pada ibukota negara, yakarfa.

Hukum pajak dibedakan kedalam dua bagian, yaitkumupajak
material dan hukum pajak formal. Hukum pajak matememuat
aturan-aturan atau norma-norma yang menerangkata&ekeadaan,
perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwva yarepjadi sasaran
pengenaan pajak atau yang menjadi objek pajak laaloubungan
dengan subyek pajak dan wajib pajak serta memuapaedesarnya
tarif pajak. Dengan kata lain, hukum pajak matene@muat segala

sesuatu yang berkaitan dengan timbulnya utang pbgdarnya utang
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pajak, hubungan hukum antara pemerintah dan wagijakpdan
hapusnya utang pajak (Brotodihardjo, 1995:43).

Sedangkan hukum pajak formal memuat atau menetapkan
aturan-aturan mengenai cara-cara melaksanakanassgsliatu yang
telah ditetapkan dalam hukum pajak material, sepeth cara
pendataan obyek pajak dan subjek pajak, tatapmrgawasan yang
dilakukan pemerintah, mengatur hak dan kewajibam dain
sebagainya yang tujuannya untuk melindungi petymgak (iscus)
dan wajib pajak dan menjamin bahwa hukum pajak nahte
dilaksanakan setepat-tepatnya, sehingga ada kapdsikum dalam
pelaksanaan pemungutan pajak.

2.2 Azas Keadilan dan Kemudahan Administrasi
2.2.1 Azas Keadilan

Azas keadilan mengatakan bahwa pajak itu harusdadilmerata.
Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebgndiengan
kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan gegaai
dengan mafaat yang diterimanya dari negara. Naneskipun diakui
bahwa prinsip keadilan merupakan suatu hal yandakndiperlukan,
terdapat berbagal pendapat dalam upaya mengimplasieamnya.

Azas keadilan merupakan azas pertama yang dibadlasAdam
Smith (dalam Nurmantu: 2003) daldour canonsaya yang menjadi
rujukan banyak peneliti setelahnya. Adam Smith mlaskarequality
sebagai :

The subject of every ought to contribute toward
the support of the government, as nearly as
possible in proportion to their respective abilgie
that is in proportion of the revenue which they
respectively enjoy under the protection of the
state.
Yang dimaksucequalityadalah supaya tekanan pajak diantara subjek

pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbasgaselengan
kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilang yan
dinikmatinya dibawah perlindungan negara.
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Keadilan horizontal merupakan suatu paham yang
menekankan bahwa Wajib Pajak dengan kemampuansgang harus
mendapatkan perlakuan pajak yang serupa pula. §eaamichard A
Musgrave (1989) menyebut keadilan horizontal sebaggqual
treatment of equals. Jadi keadilan horizontal mengandung makna
bahwa kepada orang-orang yang sama harus dipedalasma.

Aspek keadilan yang kedua adalah keadilan vertikkaadilan

vertikal dirumuskan sebagai suatu doktrin yang eleskan bahwa
Wajib Pajak dengan kemampuan yang berbeda seharusny
diperlakukan secara berbeda pula, misalnya WajilakPdengan

penghasilan atau modal lebih besar. William J Bdudam Alan S

Blinder menjelaskan keadilan vertikal dal&oonomics Principle and

Policy denganunequals should be treated unequdthalam Mansury

:1996) Keadilan vertikal ini bermakna kepada orang-orgaigg tidak

sama, diperlakukan secara tidak sama pula. Keastgatikal dapat

dicapai jika dipenuh dua syarat sebagai berikut:

1. Perbedaan perlakuan hendaknya hanya didasarkan pada
perbedaan besarnya selisih penghasilan dan perbedaa
kemampuan membayar dari wajib pajak yang satu dibgkan
dengan Wajib Pajak yang lain ditentukan oleh basaseluruh
tambahan kemampuan ekonomis dari masing-masing/\thjdp
Pajak tersebuufequal treatment for the unequal).

2. Wajib Pajak dengan jumlah penghasilan seluruhnié Ibesar
daripada seluruh penghasilan Wajib Pajak yangdayogyanya
dikenakan pajak dengan prosentase tariff pajak yeloip tinggi
daripada Wajib Pajak yang kedua (progresif).

Rumusan keadilan horizontal dan vertikal dalam dedlimat
untuk penghasilan adalah semua orang dengan tambah@ampuan
ekonomis yang sana tanpa memperhatikan sumber agfegh dan
tanpa membedakan jenis-jenis penghasilannya dikenpkjak yang
sama. Sedangkan orang-orang dengan tambahan ke@rampu

ekonomis yang sama tanpa memperhatikan sumber asitagh dan
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tanpa membedakan jenis-jenois penghasilannya dikenpajak yang
sama. Sedangkan orang-orang dengan tambahan kemrampu
ekonomis ekonomis berbeda dikenakan pajak penghasktara
dengan perbedaannya; Wajib Pajak yang menerima afaenb
kemampuan ekonomis yang lebih besar dikenakan gmgaghasilan
dengan persentase tariff yang lebih besar (Man4986:40).

Berkaitan dengan keadilan horizontal ini, penulisrniiaksud
meneliti apakah ketentuan tentang PK pada MA sudemmenuhi hal
ini. Apakah Wajib Pajak memang diperlakukan sedeaigan keadaan
objektifnya.

2.2.2 Azas Kemudahan AdministasiEase of Administration)

Prinsip kemudahan administrasi ini pertama kalndkapkan
oleh Fritz Neumark, dikatakan suatu sistem per@ajakang baik
haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah pulak
mematuhinya. Dalam tesis ini penulis mengambil peatl dari
Rosdiana (2005:132) dimana azas kemudahan adrasiis¢rdiri dari
4 aspek, yaitu:certainty, efficiency, convenience of paymeddn
simplicity. Berikut adalah penjabaran dari azas kemudahan
administrasi.
2.2.2.1 The requirement of certainty

Azas kepastian amtara lain mencakup kepastiangeman
siapa-siapa yang harus dikenakan, apa-apa sajahgaing dikenakan
objek pajak, serta besarnya jumlah pajak yang hdrbayar dan
bagaimana jumlah pajak yang terutang itu harusydib&ommerfield
(1982) menegaskan bahwa untuk meningkatkan kepastigkum,
perlu disediakan petunjuk pemungutan pajak yangpeterci,
advanced ruling, maupu interpretasi hukum lainnya. Hal ini berarti
certaintyberkaitan dengan prosedur. Tanpa prosedur yang \@kgib
pajak akan sulit untuk menjalankan kewajiban skaenya, dan bagi
fiskus akan kesulitan untuk mengawasi pelaksanaawajikan
perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak jugaeimelayani hak-
hak wajib pajak, Berkaitan dengan PK pada MA atatigan PP,
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maka idealnya aturan-aturan tentang hal ini tidagnimbulkan
ambiguitas baik bagi fiskus maupun Wajib Pajak. iktsamaan
interpretasi ini akan menyulitkan kedua belah pihakituk
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

2.2.2.2The requirement of simplicity

Pada umumnya peraturan yang sederhana akan leisiiy p
jelas, dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. (Ralena itu dalam
menyusun suatu undang-undang perpajakan, harushdip@n pula
kesederhanaan sebagaimana dikemukakan oleh BrownJatkson
(1982)“Taxes should be sufficiently simple so that htaSected can
understand them”

Dalam kaitan dengan PK pajak pada MA aras putusan
Pengadilan Pajak, penulis bermaksud meneliti apdiedtijakan ini
sudah memenuhi azas kesederhanaan ini. Azas antidesthwa kedua
belah pihak-fiskus dan wajib pajak- mengerti tegtaemua peraturan
yang berkaitan dengan PK pada MA atas putusan RRgsm kedua
belah pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya
2.2.2.3.The requirement of economy

Biaya-biaya penghitungan, penagihan, dan pengawpgagk
harus berada pada tingkat serendah-rendahnya deisten dengan
tujuan-tujuan pajak yang lain. Biaya-biaya yang idimalkan tidak
hanya meliputi biaya—biaya yang dikeluarkan olehmgentah
(administrative cost}etapi juga biaya-biaya yang dikeluarkan wajib
pajak compliance cost).

Rosdiana (2005) mengaitkan azasonomyini dengan azas
efficiency Azas efisiensi dapat dilihat dari dua sisi, yaiari sisi
fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika &iggemungutan
pajak pajak yang dikenakan oleh kantor pajak (antan dalam
rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebihl kagnii jumlah
pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi WajibjadRa sistem
pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya ylaags dikeluarkan

oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajaka bisa
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seminimal mungkin, termasuk kedalam biaya ini ddaamber daya
waktu yang dikeluarkan baik oleh fiskus maupun W&jajak.

Berkaitan dengan PK pada MA atas putusan Pengaddgak,
maka idealnya kebijakan ini tidak berbelit-beliiddk berbelit-belit
disii dirtikan murah dari sisi biaya dan cepat dsisi waktu yang
diperlukan untuk penyelesaiannya.
2.2.2.4. The requirement of convenience

Pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak metkber
wajib pajak. Sommerfeld (1981: 48) mengaitkemnvenience ini
dengarsimplicity

Both taxpayers and tax administrators place great

stock in administrative simplicity and in practice

this tax criterion is often controlling. Any taxrcae

easily assessed, collected, and administered seems

to encounter the least opposition.

Bagi wajib pajak maupun fiskus sama-sama berkempgauti
dengan kesederhanaan administrasi dan dalam pngkiek
kesederhanaan administrasi ini seringkali menjadatih penting.
Pajak yang dapat dengan mudah dikenakan, dikumpukerta di
administrasikan akan menghasilkan tingkat penolaiang lebih
rendah. Berkaitan dengan PK pada MA atas putusan nidka
kemudahan administrasi merupakan suatu hal yangidkriHal ini
pentimg untuk menjamin kestabilan struktur masyaralan keadaan
ekonomi negara. Ini disebabkan pada umumnya PKbatal jumlah
sengketa pajak dalam jumlah yang tidak sedikit.

2.3. Pendekatan dalam Menganalisis Kebijakan PulKi

Dalam kaitan dengan kebijakan pengajuan PK pada MA,
penulis menggunakan pendapat Rosenbloom (198)apat 3 (tiga)
pendekatan, yaitu:
2.3.1Managerial Approaches (Pendekatan Manajerial)

Rosenbloom menyatakan bahwa:

Effectiveness in this contex will tend to focustlom
process of implementation. Among the major question
likely to be asked are, Is the administering agenc
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effectively (that is rationally) organized? Is the
behaviour of the public adminitrators involved
predictable? Are patterns of authority and
rseponsibility clear? Is feedback within the agency
sufficient? Is communication adequate ? Are enough
resources being devoted to the policy? In shorgsdo

the organization of the effort to implement theigol

follow the notions of effective management with

regard to structure, personnel, budgeting, decision

making, and so on? From this perspective some
policies are more suitable for implementation than
others.

Pada intinya Rosenblom menyatakan bahwa pendekatan
manajemen menyoroti pengimplementasian dari kedijatu sendiri.
Pengimplementasian ini dapat dilihat dari bebeespeek berikut:

a. Apakah pelaksana a@minister agency) kebijakan sudah
terorganisir dengan rapi?

b. Apakah ©perilaku para pelaksana kebijakanpubic
adminitrators) tersebut dapat diprediksi?

c. Apakah terdapat pola yang jelas pada pada kewenadga
tanggung jawab dari para pelaksana kebijakan tet3eb

d. Apakah pelaksana dari kebijakan ini mendapatkanukaas
umpan balik?

e. Apakah terdapat pola komunikasi yang seimbang?

f. Apakah sudah cukup dialirkan umtuk menunjang k&hipani?

Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan
manajemen mempertanyakan apakah kebijakan PK dahsefektif,
ditinjau dari sisi struktur, personel, anggaraengambilan keputusan
dan sebagainya. Dalam hal PK kepada MA, hal iniatajketahui
lebih lanjut setelah diadakan wawancara mendalata pé&hak-pihak
yang berkompeten dengan hal ini.

Lebih lanjut, Rosenbloom menyatakan bahwa:

The managerial approach favors techniques for eataig
policy implementation that allow investigations remain under the
control of an agency’s hierarchy. Three common néphes of this
kind are:
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1. Site Visit by terms of high ranking administratiand other
experts in the agency’s employ to assess operatamous
installations. As Thonas Dye notes, "these teams &k up
impresionistic programs are being run, whether peogs are
following specific guidelines, whether they havempetent
staffs, and sometimes whether or not ’client’ targeups are
pleased with the services

2. Process measures, such as the number of claim gsede
pupils matriculated, or arrest made are often afusgauge of
activity on a year-to-year or month-to-month basis.

3. Comparison with professional standards a usefulome areas
where such standards have been established indeptyndoy
engineers, educators, health professionals, orrsthe
Inti dari pendapat Rosenbloom diatas adalah batalardsetiap

kebijakan publik yang diambil, harus dilakukan pplases evaluasi.

Evaluasi ini dapat dilakukan dengan tiga metodeyyarjun langsung

ke lapangan, menelaah proses yang berlangsung, enbandingan

dengan institusi sejenis. Evaluasi ini sebenarmey&ditan dengan azas
perpajakan yang ditelaah dalam tesis ini, yaitu Weghan
administrasi. Ketiga parameter yang digunakan umbgkhat apakah
proses PK pada pengadilan pajak sudah sesuai deagas
kemudahan administrasi atau belum.

Berkaitan dengan pendekatan manajerial ini, Roseniljuga
menyatakan tentang Cost Effectiveness. Lebih larfRadsenbooom
menyatakan cost effectiveness sebagai :

Cost effectiveness combines concern with efiiciency

economy, and effectiveness. Its central queatiogiven

that a policy achieves a certain levl of successdmeans

achieve the same or higher level or at the samdessa

cost?

Dalam kebijakan publik, Rosenbloom menyoroti tegtan
pentingnya efektifitas secara ekonomi. Demikianapddlam proses
PK, pakah prosesnya sudah efektif secara biayabaam. Masalah
cost effctivenessnilah yang juga akan dibahas dalam tesis ini

berkaitan dengan pengajuan PK atas keputusan HeEmgBdjak.
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2.3.2 Pendekatan Politik

Dalam mengevaluasi kebijakan publik, Rosenbloom ajug
menggunakan pendekatan politik. Terdapat beberapekayang
diperhatikan dalam pemdekatan politik ini:
2.3.2.1 RepresentatiofKeterwakilan)

The political approach tends to view a policy as
appropriately executed, within the parameters of
the policy actualy having a discrenible impact on
the target, if it affords representation to those
individuals and interest most most affected by it.

Secara ringkas, Rosenbloom menyatakan bahwa kehijak
publik dianggap sudah berada dalam koridor yangaib@ka sudah
memenuhi semua parameter yang ada serta mewgk@nkagan para
pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakamerkaitan
dengan PK, tesis ini akan menelaah apakah keteyaragberlaku ini
sudah memenuhi aspek keterwakilan, yang dalam riabearkaitan
dengan azas keadilan dalam perpajakan, yaitu azadil&n vertikal
dan horizontal
2.3.2.2 Responsivenes€épat Tanggap)

Sometimes the issue of responsiveness acts asck che
on administrative logic that, while internally saijnis
ismply not in touch with the reality.In other words
can be invoked to counteract the "tunnel vision’ath
sometimes develops as a result of administrative
specialization.

Aspek ini berkaitan dengan kesesuain antara paratang
berlaku dengan kenyataan yang terjadi di lapand@erkaitang
dengan proses PK, tesis ini membahas tentang apeabs PK ini
sudah mengakomodir aspirasi yang ada pada Wajdk Pagngenai
proses pengajuan PK.
2.3.2.3 Accountability(Tanggung Jawab)

Accountability is a final value that should be
considered in addressing the political
perspective’s evaluation of the functioning of
public policy. That perspective demands that
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public administration be held accountable to
elected oficials, particularly legislators.

Akuntabilitas berkaitan para pelaksana kebijakaark8itan
dengan masalah PK, apakah para pelaksana kebijakarerupakan
orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Daldrmhdiperlukan
untuk mengkaji latarbelakang para hakim yang meaaingasalah PK
di MA.
2.3.3Legal Perspective (Pendekatan Legal)

Berkaitan dengan pendekatan legal ini, Rosenblob889)
menyatakan:

"The legal approach to public admnistration alsckasa
distinctive set of questions in evaluating the agien of
public policies. It focus tends to be equal pratact
fairness, and protection of the rights of thosavitiuals
who come into contact with public administrative
operation.

Pada dasarnya pendekatan legal ini, mirip dengamgate azas
keadilan. Disini yang dipentingkana adalah keseigha
perlindungan, proses yang transparan, serta temgm@ihak Wajib
Pajak berkaitan dengan PK pada MA ini

2.4. Peninjauan Kembali (“PK’)

Tirtaamidjaja berpendapat bahwa kata Peninjauan h&aém
diterjemahkan dari Kkataherziening (dalam Marpaung:2004).
Herziening ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Itu adalah suatu jalan untuk memperbaiki suatu
keputusan yang telah menjadi tetap jadinya tidgiatia
diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu
kealpaan hakim, yang merugikan si Terhukum....Kalau
perbaikan itu hendak dilakukan, maka ia harus
memenuhi beberapa syarat, yakni bahwa ada sesuatu
keadaan yang pada pemeriksaan Hakim tidak diketahui
Hakim itu ...jika ia mengetahui keadaan itu, akan
memberikan keputusan lain...”
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PK biasa diistilahkan dengajudicial review. Judicial review

didefinisikan sebagai:

2.4.1 Judicial review is the doctrine in democrdtieory
under which legislative and executive action isjscibto
invalidation by the judiciary. Specific courts wijtidicial
review power must annul the acts of the state when
finds them incompatible with a higher authorityclsias
the terms of a written constitution. Judicial rewviés an
example of the functioning of separation of powara
modern governmental system (where the judiciagnis

of three branches of government). This principle is
interpreted differently in different jurisdictionsyhich
also have differing views on the different hierarobf
governmental norms. As a result, the procedure and
scope of judicial review differs from country touotry
and state to state.A process where a court of famsked

to rule on the appropriateness of the decision of a
administrative agency or tribunal.( diakses padilaret
2010 pukul 12.30 WIB)

2.4.2 A court's authority to examine an executive o
legislative act and to invalidate that act ifistcontrary

to constitutional
principles.(http://legaldictionary.thefreedictionacom/j
udicial+review diakses pada tanggal 6 November 2009
pukul 21.38 WIB)

Definisi diatas dapat diartikan bahwa PK merupakan
wewenang lembaga pengadilan (tertinggi) untuk mauinlang suatu
putusan eksekutif atau legislatif jika keputusao MWertentangan
dengan prinsip-prinsip konstitusi yang ada. Dalafinisi tentang PK
diatas terdapat 3 (tiga) unsur besar :

a. A court's authority

Dalam konteks PK Pajak di Indonesia, pengadilangylaerwenang
untuk melakukan proses PK adalah M&upreme Court).MA
merupakan struktur pengadilan tertinggi yang adadbnesia.

b. To examine an executive or legislative act andht@lidate that act
MA berwenang untuk melakukan PK atas putusan pelagad

dibawahnya. Dalam kaitannya dengan PK Pajak, MAweeang
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untuk melakukan PK atas putusan yang diterbitkah d?engadilan
Pajak.

c. Ifitis contrary to constitutional principles

Namun demikian, terdapat syarat-syarat yang hanpsndhi untuk
diajukannya PK, sesuai dengan Pasal 91 UU No 14mafA0z2 :

a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan padatu su
kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yangtdiké setelah
perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-byekig kemudian
oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang pentingn dbersifat
menentukan, yang apabila diketahui pada tahap dasgan di
Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yaibe deer

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak ditiratau lebih
dari pada yang dituntut kecuali yang diputus beadean Pasal 80
ayat (1) huruf b dan huruf c;

d. Apabila mengenai suatu bagian dan tuntutan belymtuis tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau

e. Apabila terdapat suatu putusan yaitu yang nyatéany@ak sesuai
dengan ketentuan peraturn-peraturan perundang-gadan yang
berlaku.

Dengan demikian tampak jelas bahwa PK merupakaan jal
terakhir yang dapat ditempuh oleh kedua belah, Wadjib Pajak
maupun fiskus untuk menyelesaikan sengketa pajag tidak dapat
diselesaikan di tingkat Pengadilan Pajak.

2.5 Alur Sengketa Pajak di Indonesia

Pembahasan mengenai PK pada MA atas putusan Rf|ejkes
dari alur sengketa pajak di Indonesia. Berikutdisajikan tabel alur
sengketa pajak di Indonesia.
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Gambar 1 Alur Sengketa Pajak di Indonesia

Peninjauan Kembali
pada tingkat

A

Banding pada tingkat
Pengadilan Pajak

ﬁk

Keberatan pada tingkalt
Kantor Wilayah Paja

A

Pemeriksaan Pajak
pada tingkat kantor
Pelayanan Pajak

Sumber: Diolah Peraturan Perundangan yang berlaku

Sengketa terjadi bila menetapkan dilakukannya stiiadgiakan
yang dapat menimbulkan kejadian-kejadian yang tidédehendaki
atau tidak terantispasi sebagai syarat pemberiaatu sisanksi
yangmerupakan pertangungjawaban berdasarkan kasal@kelsen,
2007). Sedangkan sengketa dalam arti administrdaiala suatu
konflik kepentingan antara dua pihak yaitu berkadangan ketetapan
yang ditentukan oleh pihak yang diberikan wewenalelp Undang-
Undang untuk itu dan pihak lain yang berkewajibantula
melaksanakan ketetapan tersebut. Dengan demikiamgkesa
perpajakan adalah suatu kejadian atau peristiwg p@nsumber dari
adanya perbedaan persepsi, pemahaman, penerapamtulat
perundang-undangan perpajakan dan perhitungan pajak terutang
atau yang sebenarnya harus dibayar antara wajek pgn fiskus
sebagai akibat dari hasil pemeriksaaan atau kegutigstulis pejabat

administrasi perpajakan yang diberikan wewenangtidi@k disetujui
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atau ditolak oleh wajib pajak sehingga meimbulkatidakpastian.

Berdasarkan bagan diatas, kita dapat melihat badrases sengketa
pajak dimulai dari tingkat Kantor Pelayanan Paj&leberatan di

tingkat Kantor Wilayah Pajak, Banding pada tigkah&adilan Pajak,
serta yang terakhir, Peninjauan Kembali pada tingahkamah

Agung.

Inti sebenarnya dari alur penyelesaian sengketakpaglalah
masalah peradian pajak. Kata peradilan merupakatulen dari kata
adil. Menurut Soemitro (1998:36) peradilan merumakproses
penyelesaian sengketa dihadapan badan peradilaormemukum.
Badan peradilan disini bukan semata pengadilankp&ada tingkat
pemeriksaan pajak, yang dimaksud dengan badan ilaeradisini
adalah kantor pelayanan pajak, pada tingkat kedgrabadan
peradilannya adalah kantor wilayah pajak. Namunapadgkat
banding yang menjadi badan peradilan adalah Pdagadiajak.
Terakhir, badan peradilan pada sengketa Peninjad@@ninjauan
Kembali adalah Mahkamah Agung.

Dengan demikian inti sari dari sngketa pajak adalphya
pencarian keadilan dalam bidang perpajakan. Habeanarti azas
keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan rdalaetiap
pembahasannya. Tetapi upaya pemenuhan keadildraianslahuser
friendly- meminjam istilah teknologi masa kini-atau mudahadatata
laksana dan administrasinya. ltulah sebabnya tesisnengambil
topik azas keadilan dan kemudahan administrasnd&K pada MA
atas putusan Pengadilan Pajak.

2.6 Penelitian Sebelumnya

Masalah PK atas putusan PP pada MA sebelumnya dédahas
oleh Mokalu. Penelitian Mokalu berkaitan dengan urov yang
disyaratkan sebagai syarat pengajuan PK atas puRBapada MA .
Berdasarkan penelitian Mokalu (2009), bukti testuyang dapat
digunakan sebagai syarat yang memenuhi pengajuati K adalah

sebagai berikut:
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Pembatasan alat bukti yang berlaku sebagai alasanoponan
PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak dalam @asairuf
b UU No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajalatasbpada
alat bukti surat, baik berbentuk akta autentik mewumkta
dibawah tangan, surat keputusan/surat ketetapan simat
lainnya yang ada kaitannya dengan banding atautgug&elain
alat bukti surat bukti atau bukti tertulis sebagana tersebut
diatas tidak dapat dijadikan alat bukti sebagaalsaatu syarat
untuk mengajukan PK pada MA atas putusan pengaplédpk.
Pengertian novum sebagai bukti tertulis baru daldthNo 14
tahun 2002 tentag pengadilan pajak Pasal 91 hudiftibggap
kurang tepat karena yang dimaksud dengan buktilieraru
pada pasalini bukan bukti baru melainkan buktiutestyang
telah ada pada saat proses acara pada saat proaes a
persidanganb erlangsung akan tetapi tidak ditemu&ama
proses acara persidangan tersebut. Oleh karengeanhgertian
novum atau bukti tertulis baru sebagaimana disdblam Pasal
91 huruf b UU No 14 tahun 2002 tentang pengadilajakp
seharusnya bukan bukti tertulis baru tetapi buéttutis yang
telah ada namaun baru muncul setelah putusan pet&esebut
berkekuatan hukum tetap.

Maksud dari bersifat menentukan adalah memenuhasf@mal
dan syarat material sebagai akta otentik atau dkthawah
tangan dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat serta mempunyai kualitaggaebisan
PK yang sangat menentukan hasil putusan hakim jettkp
bading di pengadilan pajak.

Perolehan bukti tertulis ini bukan sengaja dibuatgpsaat proses
persidangan di Pengadilan Pajak apalagi seteladludikannya
putusan berkekuatan hukum tetap untuk memenuhinkete
Pasal 91 huruf b tersebut tetapi seharusnya telahsabelum

prose pemeriksaan acara berlangsung sehingga aplaikti
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tersebut dapat ditunjukkan pada saat persidanggermjadilan
pajak maka akan menghasilkan putusan yang berbeda.

Perolehan novum ini tidak diatur mesti berasalrdana, artinya
apakah itu pengaduan, data pihak ketiga dan koa$rrbisa
menjadi novum. Jadi novum itu adalah data yang menbalum
terungkap dan bisa dari mana saja dan untuk mekgbgnaran

itu dilakukan dengan pemeriksaan ulang.
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BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Dimensi Penelitian
Menurut Neuman (2003) terdapat lima dimensi peaealitsebagai
berikut:
3.1.1 Dimensi Pendekatan
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Bekatan

penelitian dalam tesis Ini adalah kualitatif. Denzilan Lincoln
mendefinisikan penelitian kualitafi¥laleong, 2006)

Penelitian kualitatif adalah  penelitian yang

mengunakan latar belakang alamiah, dengan

maksud menafsirkan apa yang terjadi dengan jalan

menggunakan berbagai metode yang ada.
Latar belakang alamiah yang dimaksud disini adé@miomena yang
terjadi dalam bidang menjadi fokus penelitian. Eatalamiah
merupakan suatu penbahasan tentang subjek tedenéma konteks
sangat menentukan hasil penemuan/hasil akhir pessbahtentang
subjek tersebut. Dalam tesis ini pembahasan tenfaoges PK
dilekatkan pada konteks PK itu sendiri. Pembahamsangenai azas
perpajakan dilakukan mengikuti konteks proseduasanaan PK.

Creswell (2003: 181) menyatakan bahwa salah satu

karakteristik pendekatan kualitatif adalatenfergent rather than
tightly prefigured”. Penelitian kualitatif ini lebih mengandalkan
kejadian yang ditemui sepanjang penelitian dilapanglaripada
berpijak pada teori baku. Selain itu, pada umumpgaan teori
hanyalah sebagai alat bantu semata dan tidak #&ergiutlak.
Demikianpula halnya dengan penelitian tesis ini. skiigun
mengambil azas keadilan dan kemudahan adminisedsgai teori,
namun kedua azas ini gnhaya bersifat pendamping pkmelitian
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lapangan yang penulis lakukan. Selain itu, teokub@ntang PK pada
MA atas putusan PP memang belum ada.
3.1.2 Dimensi Tujuan Penggunaan

Berdasarkan tujuan penggunaanya, terdapat duas jeini
penelitian, yaitu penelitian murni dan penelitinapan. Gay (1977)
menyatakan bahwa sebenarnya sulit untuk membedakdara
penelitian murni (dasar) dan terapan secara tdrpisaena keduanya
terletak pada satu garis kontinum. Penelitian dasastujuan untuk
mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunzmng
langsung bersifat praktis. Penelitian dasar padanumya dilakukan
pada laboratorium yang kondisinya terkontrol denkgtat. Penelitian
terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, mengugn
mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapiatam
memecahkan masalah masalah praktis. Jadi penefitiami/dasar
berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu

Berdasarkan tujuan penggunaannya tesis ini merapaka
penelitian terapan. Hal ini dikarenakan sifat desis ini yang lebih
melihat pada fenomena yang terjadi di lapangan emaigPK pada
MA terhadap putusan Pengadilan Pajak.
3.1.3 Dimensi tujuan penjelasan

Berdasarkan tujuannya, penelitian dalam tesis enmasuk ke
dalam penelitian deskriptif. Neuman mendefinisikgenelitian
deskriptif sebagai penelitian (Neuman, 2003:3esents a picture
of the specific details of situation, social seg@nor relationship.
Researcher begins with a well defined subjectomdact research to
describe it accurately.”

Menurut Neuman, penelitian deskriptif merupakanegtiéan yang
bertujuan menyajikan gambaran lengkap yang akurat, memetakan
data baru yang kotradiktif dengan data sebelumnyanciptakan
kategori atau pengklasifikasian, menjelaskan tam&phapan atau
seperangkat tatanan menggambarkan mekanisme st@espatau

hubungan, melaporkan latar belakang atau konteksuwkatu situasi.
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3.1.4 Dimensi Waktu

Diilihat dari sisi imensi waktunya, penelitian imerupakan
penelitian cross-sectional. Penelitian cross sectional merupakan
penelitian yang hanya dilakukan sekali tanpa pres@eéngulangan.
Adapun penelitian yang dilakukan untuk tesis inakBanakan pada
kurun waktu Oktober 2009 sampai dengan Mei 2010.
3.1.5 Dimensi Pengamatan

Dalam tesis ini digunakan metode pengamatan melalui
wawancara mendalam kepada responden tentang PKNpAdatas
Putusan Pengadilan Pajak. Berdasarkan sifat dagligan kualitatif,
penelitan  dalam tesis ini sejalan dengan paradigma
kontruktivisme.Paradigma kontruktivisme ini berbeddengan
pendekatan linear yang dianut oleh pandangan yigsiti Pandangan
positivism melihat suatu gejala/fenomena sosialgdarsecara linear,
misalnya faktor A menyebabkan faktor B. Sedangkamefitian
konstruktivisme bukanlah penelitian yang linear esap diatas.
Demikian pula halnya dengan penelitian dalam tesis penelitian
mengenai PK pada MA tentang Putusan Pengadilark Pajeanliah
sesuatu yang bersifat linear sehingga penulis tidenggunakan
paradigma potisitivisme.
3.2 Teknik Pengumpulan Data
3.2.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan melalui membakal,
tesis, artikel dalam jurnal dan majalah, sertasssitus terkait dengan
masalah peninjaun kembali untuk mendapatkan datadidam tesis
ini. Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mengp@m landasan
teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini.

Selain itu, penulis juga mengumpulkan semua pexatadlan
undang-undang yang berkaitan dengan PK pada MApatasan PP,
baik dari sisi hukum maupun sisi pajaknya. Olehabeliu penulis
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merasa perlu untuk menambahkan satu bab lagi yarngi binjauan
dasar hukum atas tema tesis ini.
3.2.2 Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara
mendalam pada para pihak yang berhubungan langsemgan PK
pada MA atas putusan Pengadilan Pajak. Penelitanbeérsifat
deskriptif, oleh sebab itu pnulis menggunakan tekwawancara
mendalam pada penulisan tesis ini.
3.2.3 Pengalaman Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti dirgkimkan
untuk ikut terjunlangsung ke dalamsite penelitiannya. Berkaitan
dengan penulisan tesis ini, penulis juga menjadik@mgalaman
penulis ketika menangani langsung kasus-kasus Ria paA atas
putusan PP.
3.3 Informan

Dalam tesis ini penulis melakukan wawancara memndala
terhadap para informan. Pihak yang menjadi informiaiam tesis ini
adalah mereka yang berkecimpung dalam dunia péwgorajdPenulis
mengambil Sembilan informan yang telah berpengataciaidang
perpajakan minimal selama lima tahun dan telah @pihgi
minimal lima wajib pajak dalam kasus PK. Penulisieraukan bahwa
pada informan yang kesembilan, informasi yang dieér sudah
jenuh.

Menurut penulis, pihak yang menjadi informan haahspihak
yang memang sudah sangat mendalami masalah PKNlAdatas
putusan PP ini. Penulis berhenti pada jawabannmdarke Sembilan
karena jawabannya sudah mendekati persamaan aaaradengan
yang lain.

3.4 Teknik analisa data
Teknik analisa data yang digunakan dalam peneltgais ini

adalahcontextual analysisDalam teknik ini yang menjadi sumber
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data adalah hasil wawancara mendalam yang peaulikdn terhadap

para responden.

3.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya dibatasi pada penyelesaiagksta pajak
yang paling akhir, yaitu PK dan tidak membahas gsqsenyelesaian
sengketa pada tahap sebelumnya. Adapun azas pempajmng
dibahas dalam tesis ini hanya dibatasi pada azaslilte dan
kemudahan administrasi dan tidak menganalisis azas-perpajakan

yang lain.
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BAB 4
DASAR HUKUM PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN
PENGADILAN PAJAK PADA MAHKAMAH AGUNG

Di dalam bab ini penulis akan membahas peraturaatyr@an
yang berkaitan dengan peninjuan kembali atas puotgpsagadilan
pajak dan gambaran umum tentang proses tersebut. irkla
dimaksudkan agar diperoleh gambaran yang menyelkeitika
dilakukan pembahasan atas pertanyaan penelitiatgatiapat di bab
|. Sebelum penulis membahas tentang detail daratpen yang
berkaitan dengan PK pada MA atas putusan PP ierikli penulis
menyajikan dalam tabel, ringkasan dari isi peratyparaturan yang

berlaku:

Tabel.2 Dattar Peraturan dan isinya
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No Peraturan Ringkasan isi Peraturan
Berisi tentang batas waktu pengajuan HK,
1|UU Pengadilan Pajak syarat-syarat diajukannya PK, dan batap

waktu pengambilan putusan oleh MA
Berisi tentang batas waktu pengajuan HK,
UU Mahkamah Agung RI syarat-syarat diajukannya PK,dan bataq
waktu pengambilan putusan oleh MA
Berisi tentang batas waktu pengajuan HK,
Keputusan Ketua MA RI No 3 [syarat-syarat diajukannya PK, batas walktu
Tahun 2002 pengambilan putusan oleh MA , Akta PK
dan No registrasi perkara.
Keputusan Ketua MA Nomor|:
KMA/042/SK/VIII/2001  tanggd|l
20  Agustus 2001 tentang

4|Perubahan KMA Nomor |[Biaya Perkara PK
KMA/027/A/SK/MI/2000, tentand
Biaya Perkara yang Dimohonkian
Kasasi

N

Standar Operasional dan Prosgauur dokumen PK pada MA atas putusan
(SOP) 9 Pengadilan Pajak tentaP@ di Pengadilan Pajak
Peninjauan Kembali tahun 2008

Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangangdaerlaku

Berikut disajikan penjelasan terperinci dari tisgrgiuran diatas:

4.1 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

UU ini merupakan landasan hukum tertinggi berkattangan PK atas

putusan Pengadilan Pajak. Dalam UU ini dibahasatentsyarat

diajukannya, tenggat waktu pengajuan permohonaria denggat

waktu diterbitkannya putusan PK atas putusan PeéagadPajak.

Redaksi lengkap dari UU No 14 tahun 2002 tentangg®ailan Pajak

dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1 Pasal 89

(1) Permohonan peninjauan sebagaimana dimaksachddsal 77
ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali kepdédanelalui
Pengadilan Pajak;

(2)Permohonan PK tidak menangguhkan atau menglaentik
pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak;

(3) Permohonan PK dapat dicabut sebelum diputas, dalam hal
sudah dicab

4.1.2 Pasal 90
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Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan PK adalah
hukum acara pemeriksaan peninjauan sebagaiman&slichalalam
UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MAkecuali yang disgacara
khusus dalam UU ini;

4.1.3 Pasal 91

Permohonan PK hanya dapat diajukan berdasarkaamatdasan

sebagai berikut:

a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan paata su
kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yangtdiké setelah
perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-lyakijy
kemudian oleh hakim pidana dinyatakaan palsu;

b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang pentingn dbersifat
menentukan, yang apabila diketahui pada tahapdaergan di
Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yaibegdber

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dutiratau lebih
dari pada yang dituntut kecuali yang diputus bemdean Pasal
80 ayat (1) huruf b dan huruf c;

d. Apabila mengenai suatu bagian dan tuntutan belymutul tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya;atau

e. Apabila terdapat suatu putusan yaitu yang nyatéany@ak sesuali
dengan ketentuan peraturn-peraturan perUUan yaihakbe

4.1.4 Pasal 92

(1).Pengajuan PK berdasarkan alasan sebagaimarekdlich dalam

Pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu gdimbat 3 (tiga)

bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan apaumuslihat atau

sejak putusan hakim pengadilan pidana memperolkbakan hukum
tetap.

(2) Pengajuan permohonan PK berdasarkan alasangasetzana

dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dalangkanwaktu

paling lambat 3(tiga) bulan terhitung sejak ditemmulsurat-surat bukti

yang hari dan tanggal ditemukan surat-surat buktigy hari dan
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tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah abmgan
disahkan oleh pejabat yang berwenang.
(3). Pengajuan permohonan PK berdasarkan alasaagaeiana
dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan heruilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulanakeputusan
dikirim.
4.1.5 Pasal 93
(2). MA memeriksa dan memutus permohonan PK dekgtmtuan:
(a). Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peonah PK
diterima oleh MAtelah mengambil putusan dalam hedadilan
Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acasa.b
(b). Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemwnan PK diterima
oleh MA telah mengambil putusan dalam hal Pengadiajak
mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.
(2) Putusan atas permohonan PK sebagaimana dimaledach ayat
(1) harus diucapkan dalam sidng terbuka untuk umum.
4.2 Peraturan Ketua MA No 03 Tahun 2002
Peraturan ini menegaskan kembali aturan yang telatur
dalam UU No 14 Tahun 2003ekaligus mengatur hal-hal yang lebih
detail dari pengajuan permohonan penpinjauan kenmfddpu hal-hal
yang diatur secara lebih detall, yaitu:
4.2.1 Pengajuan Permohonan PK
Permohonan PK dalam Peraturan Ketua MANo 3 Tahuf220
dijelaskan dalam pasal-pasal sebagai berikut:
4.2.1.1 Pasal 2
(1) Permohonan PK putusan Pengadilan Pajak dilkukepada
MAmelalui Pengadilan Pajak;
(2) Dalam hal di tempat tinggal atau di tempatudedkan pemohon
PK tidak terdapat Pengadilan Pajak, maka permohdapat diajukan
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tempat tirgjgaltempat

kedudukan pemohon;

Universitas Indonesia

Peninjauan kembali..., Rezania Ulfah C, FISIP Ul, 2010.



33

(3) Dalam hal di tempat tinggal atau di tempatudedkan pemohon

PK tidak terdapat Pengadilan Tata Usaha Negarajpqgienan dapat

diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggalu atempat

kedudukan pemohon;

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayatud&® @hn 3

(tiga) oleh Panitera Pengadilan yang bersangkuitanudkan kepada

Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) lsmjak akta

permohonan PK ditandatangani;

4.2.1.2 Pasal 3

Permohonan PK diajukan secara tertulis oleh pemohhli
waris, atau kuasa hukum yang ditunjuk secara khustusk itu dengan
menyebutkan alasan-alasan dan melapiri bukti-bukti;

4.2.2 Biaya Perkara

Ketika pihak-pihak yang berperkara di PengadilarjalPa
merasa tidak puas dengan putusan hakim, maka Hkasleuntuk
mengajukan permohonan Peninjuan Kembali. Penggeanohonan

PK ini ini harus didahului dengan membayar biayek@e. Peraturan

ini juga membahas tentang biaya perkara dalam 4pasal sebagai

berikut:

4.2.2.1 Pasal 4

(1) Permohonan PK dapat diterima, apabila pangyaperkara, ynag
ditentukan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKU&iah
dibayar lunas;

(2) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud daksal 2 wajib
membubuhkan cap, tanggal, dan hari diterimanya leoman PK
diatas surat Permohonan PK;

(3) Besarnya biaya Perkara PK putusan Pengadilfak Bigetapkan
ketua Mahkamah Agung.

4.2.3 Akta PK

Akta PK ini tidak dikenal dalam UU No. 14 Tahun020 Dokumen

ini hakikatnya adalah tanda terima berkas permamoR& yang
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diterbitkan oleh Pengadilan Pajak. Adapun redalsiulis dari
Peraturan Ketua MANo 03 Tahun 2002. adalah seltmaydiut:
4.2.3.1 Pasal 5
(1) Apabila panjar biaya PK telah dibayar lunasniteésa Pengadilan
wajib membuat akta PK dan mencatat permohonanbigrée dalam
register induk perkara dan register PK khusus uittik
(2) Dalam hal permohonan PK diajukan melalui Paaifeengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, panitera wagibbuat akta
PK dan mencatat permohonan tersebut dalam regtstisus;
(3) Panjar biaya perkara dan akta permohonan Pkeliat dalam
jangka waktu 3 (tiga) hari wajib dikirim ke PendadiPajak.
4.2.4 Tenggat Waktu

Masalah tenggat waktu merupakan hal penting untuk
diperhatikan dalam kaitannya dengan permohonan RHlL ini
disebabkan jika tenggat waktu ini terlewati, malenphonan PK
tersebut tidak akan diproses lebih lanjut. Hal dapat dilihat dari
pasal-pasal Peraturan Ketua MA No.03 Tahun 2002g=elberikut:
4.2.4.1 Pengajuan Permohonan Pengajuan PK

Dalam UU No.14 Tahun 2002 Pasal 92 hanya disehutka
bahwa permohonan PK disebutkan bahwa berkas Pks fibajukan
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggalgpenan putusan
Pengadilan Pajak. Namun dalam Peraturan Ketua Ma&, ihi
dinyatakan lebih jelas dalam Pasal 6:

Permohonan PK diajukan dalam tenggang 90 (sempiéarh)
hari kerja terhitung sejak saat:
a. Diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau spjaksan hakim
Pengadilan dalam Pengadilan Pidana memperoleh tarkdaikum
tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf dJ14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak;
b. Ditemukan surat-surat bukti sebagaimana dimakislaim Pasal 91
huruf b UU No 14 Tahun 2002 tentang PengadilankPaja
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c. Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada parakp#ebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan herldU No.14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Jadi Peraturan Ketua MA No 03 Tahun 2002 ini menmsgers
ketentuan yang sebelumnya terdapat di UU No.14 T&@002 bahw
90 hari yang dimaksud adalah 90 hari kerja dan fug@ hari
kalender. Hal ini tentu saja memberikan waktu yélgh panjang
bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan berkas-begaskarena
praktek dilapangan, Wajib Pajak seringkali terlamimaenerima
salinan putusan Pengadilan Pajak.

4.2.4.2 Pengiriman Salinan Surat Permohonan PK padd#ihak
Lawan.

Proses yang terjadi pada PK berlaku kurang lebitasgengan
proses yang berlaku pada saat banding, yaitu hedaskonfirmasi
(bantahan) dari pihak lawan terhadap pernyataapuspgang kita
berikan. Pengadilan Pajak, yang diposisikan mewakifhdalam
proses PK ini mempunyai tenggat waktu 2 (dua) mingotuk
mengirimkan salinan permohonan PK kepada pihak davsaperti
yang tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Ketua MAN®dahun 2002
sebagai berikut:
4.2.4.2.1 Pasal 7

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejalngesnan
PK diterima lengkap oleh Pengadilan Pajak, Panitevajib
mengirimkannya pada pihak lawan.
4.2.4.3 Jawaban dari Pihak Lawan

Pihak lawan, selanjutnya disebut dengan termohavgjib
memberikan jawaban dalam jangka waktu 30 (tigalpuhari sejak
tanggal cap pos pengiriman atau dalam hal ditesewara langsung
adalah pada saat salinan permohonan diterima. dawgibak lawan
biasa disebut sebagai kontra memori PK. Hal iniudidalam Pasal 8
Peraturan ini, sebagai berikut:
4.2.4.3.1 Pasal 8
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Dalam hal permohonan PK diajukan dengan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, burdén huruf c
UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, jawagbhak
lawan diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puludwi sejak tanggal
cap pos pengiriman atau dalam hal diterima se@argsung adalah
pada saat salinan permohonan diterima.
4.2.4.4 Pemberitahuan Jawaban Pihak Lawan

Jawaban pihak lawan akan dikirimkan kepada pemdPi§n
sebagai pemberitahuan, selambat-lambatnya dalagkgawaktu 14
(empat belas) hari sejak saat diterimanya jawali@akpgawan. Hal ini
termaktub dalam pasal 9, 10, dan 11 peraturan Bunyi
selengkapnya pasal-pasal tersebut adalah sebegaitb
4.2.4.4.1 Pasal 9

Dalam hal permohonan PK diajukan dengan alasan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf ¢ UU Nbalin 2002
tentang Pengadilan Pajak, pengiriman salinan digdkenn agar
diketahui pihak lawan;
4.2.4.4.2 Pasal 10

Jawaban pihak lawan yang diterima oleh PengadilajakP
wajib dibubuhi cap, tanggal dan hari diterimanyawghan
permohonan PK.
4.2.4.4.2 Pasal 11

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejakidaeya
jawaban dari pihak lawan, Panitera wajib mengirimksalinan
jawaban dari pihak lawan kepada pemohon PK untetahui.
4.2.4.5 Pengiriman Berkas PK ke Mahkamah Agung

Setelah jawaban dari pihak lawan diterima, makait®an
wajib mengirimkannya ke MA beserta dokumen-dokurpenunjang
lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Hal injethskan dalam
Pasal 12 peraturan ini, sebagai berikut:
4.2.4.5.1 Pasal 12
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Berkas perkara PK oleh Panitera dikirim kepada Mkambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak jawaban dierpihak lawan.
4.2.5 Nomor Perkara PK

Satu hal lagi yang juga tidak diatur dalam UU No Tiahun
2002 adalah tentang nomor perkara PK. Setele begrkdsara PK
diterima lengkap oleh MA, maka Direktur Tata Usdlegara MA
akan menerbitkan nomor registrasi perkara. Hateantantum dalam
Pasal 15 Peraturan ini, sebagai berikut:
4.2.5.1 Pasal 15

Direktur Tata Usaha Negara MA yang menerima berkas

permohonan PK mencatat dalam buku register tensetetigan kode
(No .../B/PK/PJK/...) untuk acara biasa dan (N&€/PK/PJK/...) untuk
acara cepat setelah berkas dianggap lengkap.
4.3 Keputusan Ketua MANomor : KMA/042/SK/VIII/2001
tanggal 20 Agustus 2001 tentang Perubahan KMA Nomor:
KMA/027/A/SK/V1/2000, tentang Biaya Perkara yam
Dimohonkan Kasasi

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa besarnya biaya
perkara untuk PK adalah sebesar Rp. 2.500.000 péusan
Pengadilan Pajak. Besarnya biaya perkara ini dikamauntuk
semua kasus dan Wajib Pajak.

4.4. Gambaran Umum Proses PK
4.4.1 Bagan PK berdasarkan peraturan yang berlaku

Berdasarkan peraturan diatas, proses PK dapat Hey&an melalui
bagan sebagai berikut:

Gambar 1 Proses PK atas Putusan Pengadilan Pajak
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Pasal 91
UU No 14
Tahun
2002

Permohonan PK

38

A 4

A 4

90 hari
kerja

\ 4

Akta PK dibuat dan
ditandatangani di
Pengadilan Pajak

.| Jawaban pihak
| lawan (kontra
memori)
14 hari
30 har [«
Berkas
P dilengkapi oleh
Kontra h Panitera
Memori
diterima
pemohon 30 har [®
A4
Dikirim ke
14 hari MA

A\ 4

Putusan Akhir
Hakim MA

No Registrasi
Perkara

Sumber: Diolah dari UU No 14 Tahun 2002 dan PeratuKetua MARI No 03
Tahun 2002

4.4.2 Pertimbangan Hakim Agung Mahkamah Agung Repulik

Indonesia
Mokalu (2009) menyatakan bahwa Hakim Agung ketidean

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

1),

Pemohon PK telah memenuhi syarat formal, yaituuéa) secara

tertulis di kepaniteraan Pengadilan Pajak dengaeri@i alasan-

alasan yang diterima di kepaniteraan tersebut;

. Permohonan PK tersebut telah diberitahukan kep#uk pawan

dengan seksama dengan menyebutkan waktu permohyangata

tanggal, bulan, dan tahun);

. Permohonan PKaquo beserta alasan-alasannya yang diajukan

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditemtukalang-

undang;

. Permohonan PK hanya dapat diajukan satu kali dakm

Adanya kekhilafan dari hakim Pengadilan Pajalash menghitung

tenggang waktu 60 (enam puluh) hari untuk mengajukanding
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sehingga menagkibatkan putusan tidak dapat diterid@a
persidangan tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaaieri;

2). Permohonan PK dibenarkan, tetapi karena penaenpasal 36 (4)
UU No 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak yang
mengharuskan pajak yang kurang dibayar harus diusebesar
minilam 50% tidak dipenuhi, maka permohonan dipla

3). Alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohbaading tidak
dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan fdata
penilaian hasil pembuktian serta judex facti tideliti menetapkan
hukum;

4). Tidak ada bukti tertulis yang bersifat pentdagn menentukan dalam
alasan-alasan yang diajukan;

5). Kepada pihak yang kalah akan dihukum untuk negmab biaya
perkara.

4.5 Prinsip Umum PK dalam UU MA

Mengenai prinsip umum PK ditemukan dalam berbagesap yang

diatur pada baba IV, bagian keempat yakni daril@&a 7 UU MA.

45.1 Yang dapat diminta PK hanya putusan yang tela

berkekuatan hukum tetap (BHT)

Judul bab IV bagian keempat Pasal 67 UU MA itudgen
menegaskan pemeriksaan PK putusan pengadilan yaftah t
memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini juglakgus menjadi
syarat formil permohonan PK. Permohonan yang dajuterhadap
putusanpengadilan yang belum BHT, tidak memenularatydan
bersifat prematur dan dinyatakan tidak dapat ditari Prinsip ini
sudah diatur sejak dari dulu oleh pasal 385 Rv yaaggatakan rekes
sipil dapat diajukan terhadap putusan terakhir pgatusan verstek
yang tidak dapat diajukan perlawanan.

Hal itu juga dipedomani, seperti yang ditegaskeaalam
putusan MA No 432 K/Sip/1969 yang mengatakanpaasngsa
permohonan PK terhadap suatu putusan pengadéseiahputusan

memperoleh kekuatan hukum tetap. Kapan putusanapgdéag BHT?
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Patokan menentukan putusan pengadilan BHT adakdtilaggerhadap
putusan tersebut telah tertutup upaya hukum biBsdusan BHT
merupakan putusanyang suah bersifat final. Tidakidagicabut
kembali oleh siapapun dan kekuasaan manapun Koitdidisa
terjadi terhadap semua putusan pengadilan padaasengkat seperti
yang dijelaskan di bawah ini.
1) Putusan pengadilan tingkat pertama BHT apabildn tedetutup
upaya banding
2) Putusan tingkat banding BHT, jika terhadapnya teé&tutup
upaya kasasi
3) Pada putua MA tingkat kasasi, langsung BHT terhsgegk
putusan diberitahukan kepada para pihak yang dexyzer
Kalau terhadap suatu perkara ditempuh semua upakanh biasa
mulai dari banding hingga kasasi, maka putusa M#ysang bersifat
BHT. Secara formil, BHT melekat sejak putusan kiadderitahukan
kepada kedua belah pihak sesuai dengan pasal 6@ay#J MA.
4.5.2 Putusan yangdapat diminta PK, Perkara kontenbsa
Prinsip yang kedua, putusan yang dapat diminta RQya
terbatas pada perkaea kontentiosa, atau putuskargeengketa yang
bersifat partai. Terhadap perkara yang lahir dark@a permohonan
atau voluntait secaraex-parte, tidak dapat diajukan PK. Hal itu
ditegaskan dalam putuan MA No. 373K/Pdt/1986 yarenyatakan
menurut UU No 14 tahun 1985, pasal 67 sampai dempgaal 68
dikemukakan, perkara yang dapat diminta PK adalankgpa
kontentiosa yang ada pihaknya. Oleh karena itu,yBKg diajukan
terhadap terhadap penetapan yang lahir dari pemaohsecara pihak
(ex-partie) yang tidak merupakan segketa, dan tidak ada pévadn,
terhadap penetapan yang demikian tidak dapatkdiaj&@K.
Indikasi prinsip ini pada Pasal 66 terdapat pags &) yang
mengatakan permohonan PK tidak menangguhkan atagh®etikan
pelaksanaan putusan pengadilan. Bukankan eksetauspalaksanaan

putusan merupakan ciri yang melekat pada putusag Yehir dari
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perkara kontentiosa? Ekseskusi tidak merupakamairitidak melekat
pada penetapan yang lahir dari permohonan sepihak.

Juga indikasi permohonan tersebut tersurat dasrdempada
Pasal 68 ayat (1) UU MA yang menyatakan permohd?iénharus
diajukan sendiri olehpihak yang berperkara. Kalimiajukan sendiri
oleh para pihak yang berperkara merupakan penedpdama obyek
permohonan PK hanya putusan yang lahir dari seagketara pihak
yang berperkara.

Sehubungan dengan itu, seorang pemohon dalamperkar
vouluntait tidak dapat mengajukan PK terhadap penetapan yang
diajukan oleh pengadilan. Misalnya pengadila meoéamohonan,
maka terhadap penetapan yang menolak permohonditatu dapat
diajukan PK oleh pemohon.

Begitu juga permohonan PK yang ditujukan terhadegng
yan tidak merupakan pihak dalam perkara semuldaktidapat
dibnarkan dan dinyatakan tidak dapat diterima. Halditegaskan
dalam putusan MA No0.343K/Sip/1973. Membenarkan Rkhaap
orang yang tidak terlibat dalam perkara semual paan
pemerkosaan terhadap yang bersangkutan,oleh kaimtekan itu
melanggar ketertiban umum.

4.5.3 Permohonan PK hanya Dapat Diajukan Satu Kali

Pasal 66 ayat (1) UU MA, berbunyi:

" Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hafhyésatu)

kali”

Prinsip ini bertujuan untuk menegakkan kepastidkuhu Maksudnya
apabila  berdasarkan permohonan oleh salah satak pyang

berperkara tlah dijatuhkan putusan PK oleh MA, dddp putusan itu
tidak dapat lagi diajukan permohonan PK sekali Egh para pihak
yang berperkara.

Bagaimana halnya kalau kedua belah pihak sama-sama
mengajukan permohonan PK? Baik penggugat maupguagat sama-

sama mengajukan PK terhadap putusan tersebut? Apa#i ini
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dibolehkan UU? Tidak dilarang! Sebab menurut Pa8ahyat (1) UU

No 4 tahun 2004 jo Pasal 67 UU MA:

a. Permohonan PK adalah hak yang dibenarkan undargagnd
kepada para pihak yang berperkara. Hal itu tegasndiskan pada
pasal 23 ayat (1) UU No 4 tahun 2004 yang berbunyi:

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan
dapat menggunakan Peninjauan Kembali pada
Mahkamah Agung apabila terdapathal atau keadaan
tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.”

b. Jadi pada saat yang bersamaan parapihak yanghbagpetipat
mengajukan PK, dan hak itu tidakboleh dilarang ddrambat.
Yang dilarang , mengajukan PK terhadap putusanlRkangan
ini ditegaskan dalam pasal 23 (2) UU No 4 tahun42§ang
berbunyi:

"Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapajuien
peninjauan kembali”

Kalau begitu, meskipun salah satu pihak telah makga PK,
namun selama belum ada putusan PK atas permohnadnu tidak
melarang pihak lain mengajukan PK. Akan tetapi dpaterhadap
permohonan itu telah dijatuhkan putusan, berdasaBRasal 23 ayat
(2) UU No 4 tahun 2004 jo pasal 66 ayat (1) UU Mé&stutup hak
pihak lain mengajukan PK. Tindakan itu bertentang@mgan Pasal 23
ayat (2) UU No 4 tahun 2004. Hal itu akan merusa&n d
menghancurkan tatanan penegakan kepastian hukunkedartiban
umum.

4.5.4 Permohonan PK tidak menangguhkan atau mengh&kan
Eksekusi

Seperti yang telah dijelaskan, berdasarkan pasayaB(1) UU
No 4 tahun 2004 dan Pasal 67 UU MA, obyek permohdtta adalah
putusan kontentiosa yang telah BHT. Berart padamaaiohonan PK
diajukan,pada putusan itu telah melekat kekuataselakorial jika

amarnya bersifat kondemnator, yakni menghukum tmEgu
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membongkar, mengosongkan, menyerahkan, membayaau at
melaksanakan, maupun berbuat sesuatu. Sehubunggandiu, oleh
karena pada saat diajukan PK, putusan sudah dépletachakan atau
dieksekusi, bagaimana apabila pihak tergugat tiadaksanakan
putusan secara sukarela. Masalah ekseskusi atakspehan putusan
itulah yang disinggung pasal 66 ayat (2) UU MAakdliperkenankan
pengecualian atas suatu putusan atau kasus tert#etukarena itu,
prinsip tersebut berlaku bagi semua kasus perkasapat
mempersoalkan alasan PK yang diajukan pemohon

4.5.6 Hak Mencabut Permohonan PK, Sebelum Diputus

Prinsip lain megenai pencabutan permohonan PKurdipada

pasal 66 ayat (3) UU MA yang menggariskan:

a. Permohonan PK dapat dicabut

b. Akan tetapi, pencabutan dibatasi hanya selama eRa tersebut
belum diputus, kalau sudah diputus tidak dapatdickgi;

c. Kalau permohonan PK sudah dicabut, tidak dapatikiay lagi.

Demikian cara dan mekanisme pencabutan prmohonan PK
Pencabutan permohonan merupakan hak yang dibedkbikepada
pemohon. Namun hak itu hanya dapat dipergunakamseperkara
PK itu belum diputus. Kalau sudah diputus, permaimortu tidak
dapat dicabut lagi. Pembatasan itu untuk menghingsewenangan
demi tertibnya penegakan kepastian hukum, untuk ghmadari
tindakan mempermainkan lembaga peradilan.

Begitu juga larangan mengajukan permohonan setilakukan
pencabutan bertujuan untuk  menghindari kesewenangan
mempermainkan lembaga peradilan. Oleh karena itekalis
permohonan dicabut, tidak dapat lagi diajukan uk@alkkedua.

4.5.6 Perkara PK yurisdiksi absolut MA

Pada masa yang lalu, yurisdiksi atau kewenangamkunt
memeriksa dan memutus perkara PK, bisa dilakukah péngadilan
tingkat pertama atau banding maupun MA, tergantdag produk

putusan yang bersangkutan. Jika putusan yanghetitigku kembali
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produkpengadilan tingkat pertama, permohonan PHslamg diajukan
padanya, dan dia yang berwenang memeriksa danaaiinga.
Sistem ini diubah oleh Pasal 70 (1) UU MA. Kewegem

memeriksa dan mengadili perkara PK disentralisasijadi yurisdiksi

absolut MA dengan mekanisme :

a. Permohonan PK diajukan olehpemohon kepada MA

b. Hanya permohonannya mesti melalui ketua pengadilagkat
pertama (PN, PA, PTUN) yang memutus perkara ituapatkat
pertama.

Fungsi ketua Pengadilan tingkat prtama atas peaarim
permohonan PK, hanya sebagai perantara saja. Gelgn)
mengirimkan permohonan dan berkas perkaranya ke Mfuannya
untuk mempermudah pelayanan dan penyelesaian adratifi
yustisial atas permohonan tersebut seperti penabeidn permohonan
kepada pihak lawan karena umumnya pemohon mauak pawan
bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan TaigRertama yang
memutus perkara itu pada tingkat pertama.

Permohonan PK tidak boleh langsung disampaikanslamg ke
MA. Harus melalui pengadilan negeri tingkat pertarf@keliruan
menyampaikan langsungke MA akna merugikan pihak obem.
Permohonannya akan bolak-balik dari MA ke Pengadilangkat
Pertama. Setelah administrasi yustisial diselesaledt Pengadilan

tingkat pertama, dikirim balik ke MA.

4.5.7 Putusan PK merupkan tingkat pertama dan terkair
Primsip umum selanjutnya, ditegaskan dalam pas@) 10U

MA yang berbunyiMA akan memutus permohonan PK pada tingkat

pertama dan terakhirBerdasarkan ketentuan ini, putusan PK brsifat
tingkat pertama dan terakhir. Tidak ada upaya hukuan biasa lain
yang terbuka untuk mengoreksinya. Trtututp semuayaphukum,

demi tegaknya kepastian hukum Sekiranya terhadapspo PK aa
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dan terbuka lagi upaya hukum, proses pemeriksaarpeayelesaian
suatu perara akan berlanjut berkepanjangan taripa ak

Dengan demikian, pada ketentuan pasal 70 (2) UU MA
melekat prinsip, salah dan keliru atau tiak putuB&nharus diangap
putusan yang bnar dan adil sehingga tidak bisd&gireksi.
4.6 Alasan PK menurut UU MA

Berdasarkan Pasal 67 UU MA, alasan PK dapat dietes
sebagai berikut:
4.6.1 Alasan PK bersifat limitatif

Artinya, alasan permohonaan PK hanya terbatas atsan
yang disbut secara enumeratif satu per satu dplasal tersebut.
Tidak boleh ditambah di luar yang disebut dalamapés. Alasan
yang demkian dianggap tidak memenuhi pasal 67 UU MA
4.6.2 Alasan PK yang dibenarkan Undang-undang MA

Alasan yang dibenarkan UU MA untuk PK ini adalabaggi
berikut:

a. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu
muslihat pihak lawan
Kebohongan atau tipu muslihat itu baru diketahtelaé perkara

diputus. Selama proses pemeriksaan berlangsugtmgkait pertama,
banding,dan kasasi, kebohongan atau tipumuslibdidak diketahui,
dan baru diketahui setelah putusan tersebut BHT.

Bisa juga, setelah putusan BHT, muncul atau tepoitusan
pidana oleh hakim pengadilan pidana yang mnyatdhi-bukti
atau salah satu bukti yang diajukan pihak lawanardalproses
pemeriksaan dalah palsu. Maksudnya, selama prose®riksaan
adalah palsu. Maksudnya selama proses pemeriksadai mari
tingkat pertama, banding, dan kasasi, semua akit yang diajukan
pihak lawan dianggap sah dan mempuyai nilai kekupgmbuktian
dan memenuhi batas minimal pembuktian. SetelabspatBHT, terbit
putusan pidana yang menyatakan alat-alat bukti sédah satu dari
alat-alat bukti adalah palsu. Jika syarat-syaréenpenuhi barulah
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alasan PK yang disebut dalam pasal 67 huruf a niigmieialitas
sebagai alasan PK.
b. Ditemukan Surat-surat bukti yang bersifat menentukan

Alasan kedua, diatur pada pasal 67 huruf b UU MAgyBerbunyi
. "Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsbukti yang
bersifat menentukan yang pada waktu prkara dipeariidak dapat
ditemukan.Menurut ketentuan ini, setelah perkara diputustuyai
setelah BHT.
c. Putusan mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntutatau

lebih daripada yang dituntut

Alasan ketiga ini diatur dalam pasal 67 huruf ¢ WMA yang
berbunyi ’Apabila telah dikabulkan sesuatu hal yang tidakumwlitit
atau lebih daripada yang dituntut’Pada intinya hakim dilarang
mengabulkan melebihi dari yang dituntut dalam gaigat
d. Terdapat suatu bagian yang belum diputus tanpa

dipertimbangkan sebabnya

Alasan permohonan PK keepat diatur dalam Pasaufiyf d UU
MA yangberbunyi Apabila mengenai satu bagian darituntutan belum
diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnyllemang secara
teori dan praktek bisa ditemukan putusan yang td&T lalai
memutus semua bagian tuntutan. Putusan pngadiigkati pertama
lalai dan tidak memutus gugatan rekonvensi. Tenqhgu#usan itu,
tidak diajukan upaya banding.
e. Terdapat putusan yang bertentangan antara satu deran

yang lain

Alasan PK yang kelima dirumuskan paa pasal 67 it MA,
yang berbunyi : "Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai
suatu soal yang sama, atas dasar yang sama olegapdan yang
sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusaangy
bertentangan satu dengan yang lainfBupaya alasan ini memiliki
validitas, harus dipenuhi syarat-syarat sebagakier

1). Terdapat dua atau lebih putusan yang salingi@ngan
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Antara putusan yang satu dengan yang lain terdagréntangan.
Adanya dua atau lebih putusan merupaka syarat knudairnya
putusan yang saling bertentangan antara yang sagad yang lain.
2). Pihak yang terlibat dalam satu putusan tersatbatah sama

Syarat selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dafartusan perkara
yang saling bertentangan itu adalah sama. Syaraejalan dengan
prinsip nebis in idemyang digariskan pasal 1917 KUH perdata.
Kekuatan putusan hakin yang telah BHT hanya bertiku mengikat
terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan hytamg sama.
3). Mengenai soal atau dasar yang sama

Syarat berikutnya, antara putusan yang salingeb&mgan itu
terkandung soal yang sama atau dasar yang san@a.sd#l dasar
masalahnya berbeda, meskipun pihaknya sama, niéartiemenuhi
syarat alasan PK pasal 67 huruf e UU MA.

4). Oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
Syarat ini menentukan putusan yang saling bemeata ini
dijatuhkan oleh :
a. Pengadilan yang sama
Putusan yang diambil dan dijatuhkan oleh pengaditarg sama,
dapat berarti oleh pengadilan yang itu juga. Migalputusan
yang saling bertentangan itu sama-sama diputus peeladilan
yang sama wilayah hukumnya.
b. Oleh pengadilan yang sama tingkatnya
Makna syarat ini, putuan dijatuhkan oleh pengaditang sama
tingkatnya baik hal oleh peradilan yang sama ddlagkungan
peradilan yang sama atau oleh lingkungan peradiang
berbeda.
6). Putusan yang terakhir dan bertentangan it T
Syarat lain, putusan terakhir yang mengandung gsain
pertentangan itu :
a. Telah BHT
b. Telah diberitahukan putusan itu kepada pihak yasrgdrkara
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Jadi agar terpenuhi syarat, maka harus salingbepaaddua atau lebih
putusan yang sama-sama BHT. Putusan yang pertdata BT,
begitu pula dengan putusan yang kedua, telah BHT.
f. Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekelirtan yang
nyata
Alasan keenam, apabila dalam suatu putusan terdsyetiu
"kekhilafan”. Jadi, putusan yang bersangkutan medgag
kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Dalam pigkaéasan PK yang
paling sering dan paling besar frekuensinya adaklhilafan atau
kekeliruan yang nyata. Mengapa? Sebab alasanangdp sangat luas
jangkauannya. Seolah-olah alasan ini memiliki spektatau warna
warni yang sangat luas tanpa batas. Apa saja pEatigan dan
pendapat yang tertuang dalam putusan, dapat drkésst dan
direkayasa sebagai kekhilafan atau kekeliruan rigaga batas.
4.7 Tata Cara Permohonan dan Pengiriman Berkas Pedsa
Mengenai tata cara Permohonan PK dan pengirimakaber
perkara PK ke MA dapat dijelaskan sebagai berikut
4.7.1 Yang Berhak Mengajukan Permohonan PK

Tentang siapa saja yang berhak atau yang dapat aju&ag
permohonan PK, diatur pada Pasal 68 ayat (1) UU bEXkdasarkan
urutan prioritas berikut.

a. Para Pihak yang Berperkara

Ketentuan ini sesuai dengan sistem yang dianutrhukzara yang
tidak menentukan kewajiban secara mutlak mesti kiliwaleh
pengacara atau kuasa didepan pengadilan. Yangtdidailah sistem
bebas diwakili oleh penguasa atau pengacara. Dateyaikian, Pasal
68 ayat (1) UU MA, yang menempatkan pihak matdr@tada pada
kedudukan prioritas pertama untuk mengajukan peoman PK,
sudah tepat dan benar. Jadi berdasarkann pasalaég1a UU MA,
permohonan PK dapat diajuka sendiri oleh para pyaaig berperkara
secara pribadirf persor).
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b. Oleh Ahli Waris

Urutan berikutnya adalah ahli waris. Apabila pihaing berkara
telah meninggal dunia. Terbuka hak ahli waris untokngajukan
permohonan PK. Selama para pihak yang berpekarah nhédup,
tertutup hak ahli waris untuk mengajukan permohoR#&n Hal ini
sesuai dengan asas umum, bahwa hak ahli waris teshwka
menggantikan hak pewaris setelah warisan itu textyalkni terhitung
sejak pewaris meninggal dunia.
c. Oleh Seorang Wakil

Urutan selanjutnya adalah wakil yang bertindak gab&uasa
berdasarkan Pasal 1795 KUH perdata jo. Pasal 123, kléakni
seseorang yang diberi kuasa oleh pihak yang beaperktau ahli
warisnya mengajukan permohonan PK untuk dan atem rfar and
on behalf pemberi kuasa. Dalam keadaan yang seperti imgya
berperkara atau ahli warisnya bertindak sebagaakpilmateriil
yangbiasa disebuprincipal, sedang kuasa atau wakil bertindak
sebagai pihak formil untuk kepentinggnncipal.

Jadi, syarat formil yang mendukung validalitas pamonan PK
oleh seseorang wakil mesti dituabgkan dalam bemtutat kuasa
khusus yang dibuat secara khusus untuk itu, tdrpdan berdiri
sendiri dari pemberian kuasa untuk tingkat pertabsnding atau
kasasi, Bentuknya boleh akta autentik atau dibaaadpan.

d. Ahli Waris Dapat Melanjutkan Permohonan

Pasal 68 ayat (2) UU MA mengatur kebolehan mel&ajut
permohonan PK oleh ahli waris pemohon dengan syasdbila
selama proses permintaa PK, pemohon meniggal dDeiagan kata
lain, apabila pemohon meninggal dunia sebelum patu®K
dijatuhkan :

» ahli waris pemohon dapat melanjutkan permohonameiP€but,
e untuk itu, ahli waris harus menyampaikan surat yeaBan

melanjutkan permohonan PK yang diajukan pewaris.
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Keharusan menyampaikan surat pernyataan melanjutkan
permohonan PK, ditarik dan disimpulkan dari kalimat‘dapat
dilanjutkan oleh warisnya”. Darimana MA tahu permapnan
dilanjutkan oleh ahli waris, jika tidak ada surarpyataan dari ahli
waris? Sehubungan dengan itu, penyampaian sunaygiaan ke MA
melalui pengadilan tingkat pertama. Atau dapat jagasung ke MA,
dan nanti MA yang memerintahkan pengadilan tingkattama
memberitahukan salinan pernyataan itu kepada pvedn.

Bagaimana halnya jika pemohon PK meninggal dunzm dhli
warisnya tidak membuat pernyataan untuk melanjugarmohonan
PK dimaksud, apakah permohonan PK itu masih sahvatiad? Kalau
tolak dari ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU MA, dengeeninggalnya
pemohon PK, dengan sendirinya menurut hukum permarhdu batal
(van rechtswege nietig, ipso jure null and yoiermohonan dianggap
tidak ada lagi. Supaya permohonan PK itu tetapdsatheksis, harus
ada pernyataan dari ahli waris untuk melanjutkan@teh karena itu,
apabila Majelis PK mengetahui pemohon PK telah nggal dunia,
kemudian tidak ada pernyataan dari ahli waris umekanjutkannya,
permohonan PK harus dinyatakan tidak dapat diterifékan tetapi
sebaliknya, apabila Majelis PK tidak tahu pemohelait meninggal
dunia, dan tidak ada pemberitahuan tentang habatu ahli waris
pemohon maupun dari pihak lawan, putusan yangudilfan Majelis
PK, dianggap sah menurut hukum.

Untuk memperkecil timbulnya problema hukum di belad hari
menghadapi kasus yang demikian, apabila pengatiigkat pertama
atau MA mengetahui pemohon telah meninggal durlearse proses
PK berjalan, sebaiknya pengadialn atau MA menanyaltd waris,
apakah mereka akan melanjutkan permohonan PKanitatak.

4.7.2 Syarat Permohonan PK

Mengenai syarat formil permohonan PK diatur padaaPd&0 dan
Pasal 71

UU MA, seperti yang dijelaskan dibawah ini.
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a. Diajukan kepada MA melalui Ketua Pengadilan Tingkat

Pertama

Menurut Pasal 70 ayat (1) UU MA, permohonan PK
* Diajukan pemohon kepada MA,
» Tetapi mekanismenya harus melalui Ketua Pengdilargkat

Pertama yang memutus perkara itu pada tingkatrparta

Bertitik tolak dari ketentuan ini, pengajuan permoan PK yang
langsung disampaikan kepada MA, dianggap salah alaiarena
undang-undang sendiri dengan tegas mengatakan imatatii Ketua
Pengadilan Tungkat Pertama. Sekiranya permohonagsuag
disampaikan kepada MA, permohonan itu akan dikeikdoal ke
Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan, ragaryelesaikan
administrasi yustisial yang berkenaan denga permandtu. Jadi
selain tindakan itu melanggar mekanismeyang dikamujuga akan
memperlambat proses penyelesaian administrasi sialstiyang
diperlukan.

Sehungan dengan itu, mekanisme pengajuan permolfigang
tepat menurut Pasal 71 ayat (1) UU MA, ialah merkasu
permohonan itu di kepaniteraan Pengadilan yang meperkara itu
pada tingkat pertama.Bukan dimasukkan di keparmitekdA.

b. Membayar Biaya Perkara

Syarat formil selanjutnya, membayar biaya yang rilijgan di

kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama.

Mengenai pembayaran biaya perkara, merupkan syamail yang
melekat pada setiap pengajuan permohonan beperRada saat
pengajuan gugatan, juga diikuti dengan pembayatmamap biaya
perkara agar gugatan itu didaftarkan. Begitu jugdappermintaan
banding dan kasasi, keabsahan formilnya digantungkeada
pembayaran biaya banding dan kasasi. Demikian lyal pada
permohonan PK, Pasal 70 ayat (1) UU MA, mensyaratkgar
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permohonan PK dibarengi dengan membayar biaya p@erkang
diperlukan. Selama biaya perkara PK belum dibgyamnohonan PK
belum dapat didaftarkan.

c. Permohonan Diajukan Secara Tertulis

Menurut pasal 71 ayat (1) UU MA, permohonan PK wukajn
pemohon
» Secara tertulisir writing),

* Tidak dibenarkan secara lisamgdeling, orally.

Akan tetapi, Pasal 71 ayat (2) UU MA memberi pengdan
kepada pemohon yang yidak dapat menulis. Bagi raewdikeri
kelonggaran untuk menguraikan permohonan PK selisaa di
hadapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau ajlaadhakim
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan tersebut. Keteiagadilan atau
hakim yang menerima uraian atau dasar permohoremasésan itu
membuat catatan tertulis atas permohonan yang dumlak

Pengecualian kebolehan menyampaikan uraian perraorsecara
lisan dihadapan Ketua Pengadilan atau hakim meragal 71 ayat
(2) diberiakan kepada pemohon yang tidak dapat hsefi@agaimana
halnya, kalau pemohon dapat membaca dan menugpj telak dapat
menulis secara teknis dan yuridis permohonan PEkatp ketentuan
Pasal 71 ayat (2) ini berlaku bagi mereka? Berlakarhg dimaksud
tidak dapat menulis pada Pasal 71 ayat (2) itakbudalam arti
pemohon buta huruf. Akan tetapi, harus ditafsirkaeliputi mereka
yang pandai membaca dan menulis, namun tidak dapatulis
permohonan PK yang memuat aspek teknis dan yuridis.

Selanjutnya, Pasal 71 UU MA, mengatur hal-halgyamesti
disebut dalam surat permohonan. Minimal surat itarug
menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikaar permohonan
PK. Surat permohonan yang tidak dapat menyebuthksan ayang
menjadi dasar pemohon PK, dianggap tidak memelyalnat

Universitas Indonesia

Peninjauan kembali..., Rezania Ulfah C, FISIP Ul, 2010.



53

Surat permohonan dianggap juga tidak memenuhi tsyara
permohonan apabila alasan-alasan yang dijadikaar ggegmohonan
PK, tidak sesuai dengan salah satu alasan yangutli®asal 67 UU
MA. Katakanlah, surat permohonan berisi berbagacam alasan.
Namun dari sekian banyak alasan itu, tidak satu ypamg sesuai
dengan alasan limitatif yang disebut pada pasalJ&7MA. Surat
permohonan yang demikian, diangap tidak memenuhrasyyang
ditentukan Pasal 71 ayat (1) UU MA. Permohonan ydamikian
harus ditolak.

Dalam praktik, surat permohonan PK disebut Ris&&h Jadi,
didalam risalah PK, sekaligus termuat permohonard&ialasan PK.
Tidak dipisah antara surat permohonan dengan aktsarrisalah PK.
Hal ini agak berbedadengan permohonan kasasi. iprmohonan
dengan kasasi dipisah dalam dua surat yang berbédm
permohonan kasasi, lain pula memori kasasi. Akepiehal ini tidak
mengurangi kebolehan memisahnya dalam dua suratu Sa
permohonan PK saja dan yang kedua risalah PK yangi lalasan
yang menjdai dasar permohonan PK. Apakah dipisaln tedak, tidak
menjadi masalah. Yang penting permohonan dimasukkin
kepaniteraan Pengadilan yang memutuskan perkarpaiia tingkat
pertama.

4.7.3 Memberikan Salinan Permohonan Kepada Pihak Laan
Pemohon

Proses selanjutnya mengiringi permohonan PK, dipfula Pasal 72
UU MA, seperti yang dijelaskan dibawabh ini.

a. Panitera Wajib Memberikan atau Mengirimkan Salinan

Permohonan kepada Pihak Lawan

Tindakan hukum yang harus pertama kali dilakukamitpea
setelah menerima permohonan PK:
» Panitera Pengadilan Tingkat Pertama tersebut wag@imberikan
atau mengirimkan salinan permohonan kepada pilekna

* Mengenai pelaksanaan kewajiban ini bersifat altérna
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1) Boleh diberikan secara langsung kepada pihak lawekalui
juru sita, atau

2) Dapat mengirimkan salinan permohonan itu melaluiatsu
tercatatoleh kantor pos atau badan lain yang bakg#ibidang

itu.

Cara mana yang ditempuh panitera apakah menyeraakgsung

atau mengirimkannya, sama-sama dibenarkan hukum.

b. Tenggang Waktu Pemberian Salinan, Selambat-lambatray

dalam waktu 14 Hari

Menurut pasal 72 ayat (1) UU MA, kewajiban paniteramberikan

atau mengirimkan salinan permohonan PK kepada pévedn.

e Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) dhan
tanggal penerimaan permohonan PK

* Tenggang waktu ini bersifat imperatif, tidak bokilampaui, oleh
karena itu betul-betul harus dilakukan dalam tenggaaktu 14

(empat belas) hari oleh panitera yang bersangkutan.

Kepada panitera yang tidak melaksakan kewajibatepat waktu,
perlu dikenakan hukuman administratif yang setimpkhrena
dianggap melakukan tindakan yang tidak profesignaprofessional
conduc].

4.7.4 Pihak Lawan Berhak Mengajukan Jawaban

Pasal 72 ayat (1) UU MA, memberi hak kepada pihakah
mengajukan dan menyampaikan jawaban atau KontralaRisPK
terhadap Risalah PK yang diajukan pemohon. Bahkamumit Pasal
72 ayat (1) tersebut, maksud tujuan memberikamaalpermohonan
kepada pihak lawan adalah dalam rangka agar pilteakan
mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawaban Ktaitra
Risalah PK.

a. Kebolehan Mengajukan Jawaban, Terbatas pada AlasaRasal

67 Huruf a atau b UU MA
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Tidak terhadap semua permohonan PK dapat diajuamban
oleh pihak lawan. Menurut Pasal 72 ayat (1) UU Mpasisi pihak
lawan menghadapi permohonan PK, terpecaj padalds#ilkasi :

1) Dalam hal permohonan PK didasarkan atas alasah &7abaruf a
atau b UU MA, pihak lawan mempunyai hak mengajukavaban
atau kontra Risalah PK
Jadi, kalau alasan yang mendasari permohonan PHKahada
kebohongan atau tipu muslihat atau didasarkan pa#é-bukti
yang dinyatakan palsu oleh hakim pidana (Pasal @fha)
maupun atas alasan ditemukan surat-surat bukti yzergifat
menentukan atamovum (pasal 67 huruf b), maka pihak lawan
berhak atau dapat mengajukan jawaban terhadap perao PK.

2) Dalam permohonan PK didasarkan atas salah satanalgng
disebutkan Pasal 67 huruf ¢ sampai dengan hunothgk lawan
tidak mempunyai hak mengajukan jawaban.

Di luar alasan permohonan PK yang disebut Pasaluéit a atau
b, pihak lawan tidak berhak mengajukan jwaban. MenBasal 72
ayat (1) huruf b, kalau alasan permohonan PK ieddiri Pasa 67
huruf c, d, e, dan f.
* Pihak lawan tidak mempunyai hak untuk mengajukaapan

e Maksud dan tujuan pemberian atau pengiriman salinan

permohonan PK kepada pihak lawan jika alasan-alasan

permohonan PK terdiri dari Pasal 67 huruf c,d,audt bukan
untuk menyusun jawaban, tetapi hanya dalam rangka pihak

lawan mengetahui adanya permohonan PK.

Dengan patokan yang digariskan undang-undang sagahu
dengan hak pihak lawan mengajukan jawaban. Hanybattes
terhadap permohonan yang berisi alasan Pasal @ff huatau b.
Terhadap alasan selebihnya, pihak lawan mempumantengajukan
jawaban

b. Tenggang Waktu Mengajukan Jawaban
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Tentang tenggang waktu untuk mengajukan jawabah ole
pihak lawan diatur pada Pasal 79ayat (2) UU MA,nyaB0 (tiga
puluh) hari setelah pihak lawan menerima salinampionan PK.

Kalau jawaban atau Kontra RisalahPK itu diajukafamtatenggang
waktu 30 hari dari tanggal penerimaan salinan pbonan PK,
menurut hukum Majelis Pk harus memperhatikan daiaigawaban
tersebut. Sebaliknya, apabila pengajuan jawabamélampaui batas
tenggang waktu yang ditentukan pasal 72 ayat (2)MAJ tidak ada
kewajiban hukum bagi Majelis PK untuk memperhatidan menilai.
c. Jawaban Diserahkan atau Dikirimkan Kepada Pengadila

yang Memutus Perkara Itu dalam Tingkat Pertama

Menurut Pasal 72 ayat (3) UU MA, surat jawaban Ipifevan
diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yasguius perkara
itu pada tingkat pertama. Boleh diserahkan langsatag dikirimkan
melalui surat tercatat kepada Pengadilan yang mempérkara itu
pada tingkat pertama. Tidak dibenarkan langsungertdién atau
dikirimkan kepada MA. Demikian mekanisme cara pemyaian
jawaban yang bagus yang harus ditaati pihak lavgam g@waban itu
memenuhi syarat formil.

d. Panitera Membubuhi Cap, Hari, serta Tanggal Peneriraan

jawaban

Pasal 72 ayat (3) UU MA, mengatakan Panitera Pelagagang

menerima jawaban itu untuk melakukan tindakan hykasrupa :

1) Cap, Hari, serta Tanggal atas Penerimaan jawabsebig
Pembubuhan cap, hari, dan tanggal dimaksud meigddiasan
fakta memperhitungkan apakah pengajuan jawabammdsih
dalam tenggang waktu 30 hari dari tanggal penemmgainan
permohonan PK.

2) Menyampaikan atau mengirimkan salinan jawaban kepmaldak

pemohon PK.
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Tugas selanjutnya Panitera setelah membubuhi cap, dan
tanggal atas penerimaan jawaban, menyampaikannagagirimkan
salinan jawaban itu kepada pihak pemohon PK. Tujyammenurut
Pasal 72 ayat (3)UU MA, agar pemohon mengetahuiyadg@awaban
dari pihak lawan. Bukan untuk ditanggapi atau diahn tetapi
sebatasnya untuk diketahui saja.

Demikian gambaran proses dan mekanisme yang bemkagngan
jawaban yang diajukan untuk lawan sesuai dengay yagariskan
Pasal 72 ayat(1), (2), dan (3) UU MA. Harus diajukeling lambat
30 hari dari tanggal penerimaan salinan permohoaamn,selanjutnya
diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yasiguius perkara
itu pada tingkat pertama.

e. Pengiriman Berkas Perkara PK ke MA

Pasal 72 ayat (4) UU MA, mengatur pengiriman beneskara
PK kepada MA. Yang Penting diperhatikan mengenaigpanan
berkas perkara tersebut antara lain sebagai berikut

a. Panitera Melakukan Pengiriman

Panitera yang dibebani tugas mengirimkan berka&aperPK
kepada MA, dalam hal ini Panitera Pengadilan yaegiotus perkara
itu pada tingkat pertama.

b. Yang Dikirim ke MA

Yang harus dikirimkan Panitera ke M#eliputi :

1) Berkas perkara yang lengkap
Berkas perkara yang lengkap dalam permohonan Hiputie
semua dokumen, berita acara, memori dan kontra méxmoding
dankasasi serta putusan tingkat pertama, tingkatibg, dan
kasasi. Itulah yang harus dikirimkan Panitera ke MA

2) Biaya Perkara PK
Yang kedua yang mesti dikirimkan Panitera ke MAlallaiaya
perkara PK. Tanpa pengiriman biaya perkara, permamnoPK
tidak dapat didaftarkan di MA
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c. Waktu Tenggang Pengiriman Berkas Perkara PK

Mengenai tenggang waktu pengiriman berkas PK daayabi
perkara diatur pada Pasal 72 ayat (2) UU MA, sekr@mbatnya
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Akan tetapangat
disayangkan! Pasal ini tidak menentukan patokanrdana dihitung
jangka waktu 30 hari tersebut. Pasal itu hanya na¢émumusan dalam
kalimat yang berbunyi :

“... dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lamiga
dalam jangjak waktu 30 (tiga puluh) hari.”

Rumusan itu tidak jelasufclear outling dan bisa menimbulkan
multitafsir. Bisa ditafsirkan dalam jangka waktu Bari dari tanggal
penerimaan permohonan. Boleh juga dikonstrukshgdambat dalam
jangka waktu 30 hari dari tanggal pemberian atawgipenan salinan
permohonankepada pihak lawan. Mungkin yang palasjonal dan
objektif, selambat-lambatnya dalam jangka waktth&0 dari tanggal
penerimaan jawaban dari pihak lawan. Akan tetagiokan ini tidak
selamanya valid. Sebab patokan ini tidak selamangéekat pada
permohonan PK. Jika alasan permohonan PK berdasdt&aal 67
huruf ¢, d, e, atau f, tidak ada hak dari pihak dawmengajukan
jawaban, sehingga pada kasus permohonan PK yanidentidak
dapat diterapkan patokan dalam jangka waktu 30 diar tanggal
penerimaan jawaban, karena memang tidak ada jaw&edwbungan
itu, perhitungan dengan yang rasional dan objekéhentukan jangka
waktu pengiriman dapat diklarifikasikan sebagaikur:

1) Dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal penerimgamaban
apabila alasan PK berdasarkan Pasal 67 huruf datau

2) Dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal pemberidgau a
pengiriman salinan permohonan PK, apabila alasamgienan

PK berdasarkan Pasal 67 c, d, e, atau f.

Demikian alternatif patokan memperhitungkan jangkaktu
pengiriman berkas perkara PK ke MA yang dianggapstek objektif.
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Bertitik tolak dari patokan ini. Ketua Pengadilaang bersangkutan
mempunyai pegangan yang jelas untuk melakukan pexsgm
terhadap proses pengiriman berkas perkara PK ke MA.
4.8 Pemeriksaan PK

Mengenai pemeriksaan perkara PK diatur pada P&sally
MA. Ruang lingkup nya dapat dijelaskan dalam urdiankut ini.

4.8.1 Pemeriksaan Dilakukan Oleh Majelis

Dalam pemeriksaan perkara PK, tetap terikat kegadansip yang
digariskan Pasa 40 ayat (1) UU MA yang berbunyi :
“Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dengan sekuran
kurangnya 3 (tiga) orang Hakirh.
Prisnsip umum ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayptUd No. 4
Tahun 2004 yang memerintahkan semua pengadilan niksame
mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya trang
hakim. Kecuali undang-undang menentukan lain. Bendan prinsip
umum ini, perkara tidak boleh diperiksa dan diadilen hakim
tunggal. Harus dengan Majelis Hakim yang terdirri deekurang-
kurangnya 3(tiga) orang hakim. Putusan Perkara RMKgyhanya
diperiksa dan diadili seorang hakim saja, sejakuanbatal demi
hukum @ull and void ab initip. Oleh karena itu, perkara PK yang
bersangkutan harus diperiksa ulang lagi oleh sebiaaélis.
4.8.2 Pemeriksaan PK Dilakukan MA Berdasarkan Surat-surat

Prinsip pemeriksaan kasasi pada dasarnya, samaettaku
terhadap pemeriksaan PK. Menurut Pasal 50 ayatUld) MA,
Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh MA berdasarkeat-surat, yakni
berdasarkan berkas perkara kasasi yang dikirimkangdtilan
Tingkat Pertama ke MA. Bertitik tolak dari prinsipi, pemeriksaan
PK juga semata-mata berdasarkan surat-surat yadmipé berkas
perkara PK yang dikirimkan Pengadilan Tingkat Redake MA.
Tidak berdasarkan pemeriksaan langsung terhadappgaak maupun
saksi-saksi. Pemeriksaan terhadap para pihak didaspada jawaban
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replik, duplik dari kesimpulan yang mereka sampaikpada
persidangan Pengadilan tingkat pertama yang digatlalam berkas
perkara. Begitu juga pemeriksaan keterangan s&ksipgendapat ahli,
semuanya didasarkan atas berita acara keteranksinatau pendapat
ahli, semuanya didasarkan atas berita acara pegsidapengadilan

tingkat tinggi pertama yang terdapat dalam berleakara.
4.8.3 Memerintahkasn Pemeriksaan Tambahan

Pasal 73 ayat (1) UU MA, memberikan wewenang kepada
dalam hal ini Majelis PK untuk memerintahkan pefke&aan
tambahan. Perintah Untuk melakukan pemeriksaan ahamb dapat
ditujukan MA kepada Pengadilan Tingkat Pertama akapada
Pengadilan Tingkat Banding apabila hal itu dianggadu. Perintah
pemeriksaan tambahan dituangkan dalam PutusanCZsnm diktum
Putusan Sela itu, MA mendeskripsi satu per satugeven hal-hal apa
saja yang harus diperiksa oleh pengadilan yangabgksitan. Hanya
sebatas yang disebut pada diktum Putusan Selajawang diperiksa
oleh pengadilan tingkat pertama atau pengadilaykéhbanding.

Hasil Pemeriksaan tambahan dituangkan dalam beadtaa
pemeriksaan tambahan. Dan berita acara hasil pesaan tambahan
itu menurut Pasal 73 ayat (3) UU MA, harus segeiarighkan
kembali bersama berkas perkaranya kepada MA unjadikbn bahan
pemeriksaan dan penilaian mengambil putusan peférdimaksud.
Tugas dan wewenang pengadilan diperintahkan metakuk
pemeriksaan tambahan, hanya sebatas membuat bedta hasil
pemeriksaan tambahan. Tidak berwenang mengambilsput atas
hasil pemeriksaan tambahan.

4.8.4 Meminta Keterangan serta Pertimbangan dari Pengaddn

Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding

Selain Berwenang memerintahkan Pengadilan Tingkaama
atau Pengadilan Tingkat Banding melakukan pemeaiksambahan.

Majelis PK dapat juga meminta segala keterangaa gertimbangan
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dari Pengadilan Tingkat Pertama maupun dari Pelagadiingkat
Banding. Menurut Pasal 73 ayat (3), apabila Majéli6 meminta
keterangan serta pertimbangan, maka pengadilan giamgta harus
segera mengirimkan keterangan serta pertimbangag ganinta itu
kepada MA. Keterangan serta pertimbangan yang iddrer
pengadilan dimaksud dapat dijadikan Majelis PK daba bahan
tambahan pertimbangan dan penilaian dalam mengguitoisan yang
akan dijatuhkan.

Apabila Majelis PK memerintahkan oemeriksaan tarahah
atau meminta keterangan serta pertimbangan dagapédan tingkat
pertama tau tingkat banding, berarti pemeriksaakapa PK tidak lagi
semata-mata berdasarkan surat-surat yang diteeni@bibh dahulu,
tetapi ditambah dengan berita acara hasil pemeniksambahan atau
keterangan serta pertimbangan yang diberikan péagad/ang
diminta. Tergantung pada pendapat Majelis PK sejaiama hasil
pemeriksaan tambahan atau keterangan yang dibanlkeamliki nilai
dalam pertimbangan putusan.

4.9 Keputusan PK
Mengenai putusan MA dalam perkara PK, diatur pagsaP74 UU
MA, di antaranya, dapat dijelaskan dibawah ini.

4.9.1 Mengabulkan Permohonan PK

Salah satu putusan yang dapat dijatuhkan Majélis,
ditegaskan pada Pasal 74 ayat (1) UU MA, yakni rabalkan
permohonan PK.

Menurut Pasal ini, setiap pengabulan permohonan PK,
langsung menimbulkan rangkaian konsekuensu yuyidisy bersifat
mutlak, sebagai berikut :

a. Setiap pengabulan permohonan PK harus diikuti denga
pernyataan pembatalan putusan yang dimohon PK,

b. Selanjutnya, pembatalan putusan tersebut dengadlirisga
menurut hukum mewajibkan Majelis PK memeriksa serta

memutus atau mengadili sendiri perkara PK yanganeiautan.
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Format putusannya dapat diilustrasikan sebagdakuteri

MENGADILI
* Mengabulkan Permohonan PK dari Pemohon
P K e
* Membatalkan putusan
NO. .ot TANQGQAU. . i

MENGADILI SENDIRI
* Alternatif pertama, apabila yang mengajukan permahoPK
pihak Tergugat, amar putusan yang dijatuhkan leishrt atas :
1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diteaiaa,
2) Menolak gugatan Penggugatan seluruhnya.
» Alternatif kedua, apabila yang mengajukan permohdrié pihak
Penggugat, diktumnya bisa terdiri dari :
1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Bertitik tolak dari penjelasan diatas, pengabulammhonan PK
yang tidak dikuti dengan rangkaian pembatalan putysing dimohon
PK dan tindakan memeriksa dan memutus perkara RY géatalkan
itu, adalah pengabulan PK yang mengandung kerandaansaling
pertentangan. Majelis PK yang demikian telah metakutindakan
dan perilaku yang tidak profesionalinprofessional conduyctdan
tercela.

Selanjutnya Pasal 74 ayat (3) UU MA memperingatikéajelis
PK, pengabuan permohonan PK harus disertai dengdimpangan-
pertimbangan yang matang dan argumentatif dan tbjek
4.9.2 Menolak Permohonan PK

Bentuk putusan yang kedua yang dapat dijatuhkarelMddpK,
diatur pada Pasal 74 ayat (2) UU MA, yakni mengakmohonan PK.
Penolakan atas permohonan itu, apabila MA berpeaigdaprmohonan
PK tersebut tidak beralasan. Artinya, dasar algssmimohonan PK
yang diajukan, tidak sesuai dengan apa yang démjyada pasal 67
UU MA.
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Dari sekian banyak alasan PK yang diajukan, ticetk gun
yang sesuai atau memenuhi syarat dengan alasatatiimyang
ditentukan Pasal 67 UU MA. Semuanya melenceng alasan yang
dibenarkan undang-undang, Dalam keadaan yang sépercukup
dasar bagi Majelis PK untuk menolak permohonan Rian
selanjutnya menyatakan putusan yang dimohon PK te@mpunyai
kekuatan hukum mengikat kepada Pemohon PK dan TemmiBK.

Dalam hal ini pun Pasal 74 ayat (3) UU MA mempesaikgn,
agar penolakan permohonan PK itu, disertai dengatinfbangan-
pertimbangan yang malang, argumentatif dan objellengenai
format putusan yang menolak permohonan PK, cukugerkana
seperti berikut ini

MENGADILI

* Menolak permohonan PK dari pemohon
PKima ......... 80 @8 LA O W ...

* Menyatakan Putusan
NO....oiiiiee e tanggal.......cooviimmmmme e te
tap mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pemoho
PKerrrn g ... ard termohon
PKoeeee e

Hanya dua bentuk itu saja putusan yang dapat bkatu Majelis
PK terhadap perkara PK, Pertama mengabulkan pemaoh®K yang
akan diikuti dengan pembatalan dan memutus pefidrgyang kedua
menolak permohonan PK yang diikuti dengan pernyataatusan
yang diminta PK tetap mempunyai kekuatan hukum rkehdgepada
para pihak yang bersangkutan.

4.10 Pengiriman Salinan Putusan PK

Pengiriman salinan putusan PK diatur Pasal 75 UU déAgan
penjelasan sebagai berikut
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4.10.1 MA Mengirimkan Salinan Putusan PK kepada Pengadilan

yang Memutus Perkara Itu pada Tingkat Pertama

Setelah Majelis PK menjatuhkan putusan, MA mend@am
salinan putusan PK tersebut kepada Pengadilanatiinggtama (PN,
PA, dan PTUN). Jadi, yang dikirimkan adalah salipatusan, sedang
aslinya tetap disimpan di kepaniteraan MA.

4.10.2 Panitera Pengadilan Tingkat Pertama Menyampaikan da

Memberikan Salinan Putusan

Selanjutnya setelah Pengadilan Tingkat Pertama nineme
pengiriman salinan putusan dari MA, Panitera Petfyatersebut :
* Menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon PK,
» Serta memberitahukan salinan putusan itu kepack figtwvan atau
termohon PK

Berdasarkan ketentuan itu, Panitera tidak hanya tupes
memberitahukan isi putusan PK, tetapi sekaligus heeitahuan itu
diikuti penyampaian salinan putusan kepada pemoR&h dan
memberika salinan putusan kepada pihak lawan ateanohon PK

4.10.3 Tenggang Waktu pemberitahuan Putusan PK

Menurut Pasal 75 UU MA, penyampaian salinan putlksgada
pemohon PK, serta pemberitahuan dan pemberianarajutusan
kepada pihak lawan, selambat-lambatnya dalam watunari dari
tanggal penerimaan pengiriman dari MA. Meskipun wgan pasal itu
hanya menyebut selambat-lambatnya dalam waktu 30 thapa
menyebut 30 hari dari tanggal penerimaan, hal #&w$ ditafsirkan
seperti itu, yakni selambat-lambatnya dalam wakxin&i dari tanggal
penerimaan salinan putusan dari MA.

4.11 Standar Operasional dan Prosedur (SOP) 9 Pengjan Pajak
tentang Peninjauan Kembali tahun 2008
a. Menugaskan kepada Kasubbag PK I|/Kasubbag PK Il matb

konsep surat pengantar pengiriman berkas permolikde MA dan
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menyusun berkas permohonan PK ke dalam Bundel B Ataip
banding Pengadilan Pajak ke dalam Bundel A,
b. Membuat konsep surat pengantar pengiriman bgrkamohonan
PK ke MA dan menugaskan Pelaksana untuk menyusukade
permohonan PK ke dalam Bundel B dan Arsip bandiaggBdilan
Pajak ke dalam Bundel A;
c. Menyiapkan konsep surat pengantar pengirimakesgrermohonan
PK ke MA dan menijilid berkas permohonan PK ke daBwumdel B
dan Arsip berkas banding Pengadilan Pajak ke d@andel A dan
menyampaikan ke Kasubbag PK |/ Kasubbag PK lI;
d. Memeriksa dan memaraf konsep surat pengantgirpaan berkas
permohonan PK ke MA, memeriksa Bundel A dan Bun8el
meneruskan kepada Kabag APK dan Dok.
e. Meneliti dan memaraf konsep surat pengantaripetayn berkas
permohonan PK ke MA, memeriksa Bundel A dan Bun8el
kemudian menyampaikan kepada Panitera;
f. Menandatangani surat pengantar pengiriman bey&asohonan PK
ke MA, kemudian mengembalikan kepada Kabag APK @k
berikut Bundel A dan B;
g. Menugaskan Pelaksana untuk :

a.memberi nomor surat pengantar pengiriman berkasgienan PK

b.menulis surat pengantar pengiriman berkas permaoh&ake dalam

buku ekspedisi serta mengirimkannya ke MA;

h. Menerima surat pengantar pengiriman berkas pesman PK
berikut bundel A dan bundel B dengan menandatarigdai ekspedisi
sebagai tanda terima;
i.Mengirim Putusan MA di tingkat peninjauan kembalerikut Bundel
B (Arsip banding Pengadilan Pajak) kepada Ketuag&ditan Pajak
melalui TU Sekretariat;
j. Mengagendakan, melengkapi dengan lembar digpodan

menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Pajak;
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k. Mendisposisikan Putusan MA di tingkat peninjakambali berikut
Bundel B (Arsip banding Pengadilan Pajak) kepadhagaAPK dan
Dok untuk memproses lebih lanjut.

I. Menugaskan Kasubbag PK I/Kasubbag Il untuk meahtkonsep
Surat Pemberitahuan Pengambilan Putusan MA di aingkninjauan
kembali untuk para pihak;

m. Membuat konsep Surat Pemberitahuan Pengamhikaisdh MA di
tingkat peninjauan kembali untuk para pihak dan ugeskan
Pelaksana memfotokopi Putusan MA di tingkat peniap kembali
untuk dilegalisir Panitera untuk para pihak;

n. Menyiapkan konsep Surat Pemberitahuan Pengam®ilausan MA
di tingkat peninjauan kembali untuk para gihdan memfotokopi
Putusan MA di tingkat peninjauan kembali untuk gillsir Panitera,
kemudian menyerahkan kepada Kasubbag PK I/KasubKdg

0. Memeriksa dan memaraf konsep surat pemberitapuarsan MA
di tingkat peninjauan kembali untuk para pihak, kdran meneruskan
kepada Kabag APK dan Dok berikut fotokopi salinamupan MA di
tingkat peninjauan kembali;

p. Meneliti dan memaraf konsep surat pemberitahp@mgambilan
putusan MA di tingkat peninjauan kembali dan fogekputusan MA
di tingkat peninjauan kembali yang akan dilegaliBanitera serta
meneruskan kepada Panitera

g. Menandatangani Surat pemberitahuan pengam-pilarsan MA di
tingkat peninjauan kembali untuk para pihak, damaneatangani
fotokopi putusan MA di tingkat peninjauan kembalenkudian
mengembalikan kepada Kabag APK dan Dok untuk menkgmnya
kepada para pihak;

r.Menugaskan kepada Pelaksana untuk memberi nonuoat s
pemberitahuan pengambilan putusan MA di tingkat irpanan
kembali dan mengirimkannya kepada para pihak |é&eator Pos dan

Giro melalui Subbag TU;
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s. Para pihak menerima surat pemberitahuan penganphitusan MA

di tingkat peninjauan kembali di Pengadilan Pajak.
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BAB 5
PEMBAHASAN
5.1 Azas Keadilan dan Kemudahan Administrasi dalanPK atas
Putusan Pengadilan Pajak pada MA

Dalam rangka penelitian tesis ini penulis mengadaka
wawancara mendalam dengan 9 (sembilan) orang iaforyang
hasilnya terangkum dalam tabel berikut. Informangydiambil dalam
tesis ini adalah para pihak yang memeang berkesighgalam bidang
pajak. Adapun pedoman dari wawancara yang perakiskhn adalah
sebagai berikut:

1. Semangat pengajuan PK atas putusan PP pada MA

Informasi ini penulis gali dengan menanyakan temtan
seberapa banyak kasus PK yang sudah ditangani. agekhn
jawabannya kita akan mengetahui sejauh mana PKadliealternatif
pencarian keadilan bagi penyeesaian sengketa péghkni tercermin
dari pertanyaan No 1.

2. Azas keadilan

Dalam rangka azas keadilan ini sebenarnya penwalisyeh
menyoroti tentang biaya perkara dan keadilan pedalagi pemohon
PK dan MA sebagai lembaga pengambil keputusannggiti Ini
tercermin dari pertanyaan No 2,3, 9, dan 11. Sejaimses wawancara
mendalam, penulis menanyakan tentang tenggat wekigajuan PK
bagi para pemohon PK, besarnya biaya pengajuamapdkah putusan
PK sudah diterima bagi perkara yang sudah melevedds waktu 6
(enam) bulan yang ditentukan oleh Undang-undangdasarkan
pertanyaan tersebut, apakah proses yang respondizh snerasa
mendapatkan keadilan.

3. Azas kemudahan administrasi

Azas kemudahan administrasi penulis fokuskan padaep

pengajuan PK itu sendiri. Hal ini tercermin daritpayaan No 2, 4,

6,7,8,9,10, dan 12. Dalam pertanyaan-pertanyaaselet penulis
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secara rinci menanyakan tentang proses-prosesdikatg oleh para
pemohon dalam pengajuan PK
4. Faktor penghambat MA dalam pengambilan putusan P

MA memang menanangani masalah PK tidak hanya dalam
masalah pajak saja, namun juga masalah yang lagalmga hukum
pidana, hukum perdata, militer, serta tata usahganmae Dalam
kaitannya dengan PK atas putusan PP pada MA pabangk
berujung pada kelambatan pengambilan putusanndkdat MA.
Informasi akan hal ini penulis dapatkan dari peréeam No. 13

Namun demikian karena adanya keterbatasan sumber da
waktu penulis hanya mewawancarai mereka yang bmaswakili
wajib pajak dalam kasus MA. Penulis tidak mewawsaaicavajib
pajak yang mengajukan sendiri permohonan PK-nyaenka
jumlahnya yang terlalu banyak. Selain itu, peulisnmag bertujuan
mencari rekomendasi dari para responden yang miaapahli di
bidang perpajakan untuk masalah PK ini.

Berdasarkan kedua tabel diatas, terdapat empaimasio
penting yang diperoleh :
1. Semangat PK

Pertanyaan pertama dalam wawancara mndalam lartuju
untuk mengetahui sejauh maeagernesgara wakil wajib pajak ini
berkaitan dengan masalah PK. Sebagian dari mermgarss umum
menyatakan biasa saja. Bahkan jawaban mereka sapar@nderung
bersifat pragmatis, artinya disini mereka menyataba@hwa tentu saja
mereka akan mengajukan PK jika diminta sebab mene&aerima
bayaran. Dapat dilihat bahwa PK sebagai sarana méme rasa
keadilan belum brfungsi sebagaimana mestinya. 8shga baik
wajib pajak maupun fiskus akan sangat bersemangauku
mengajukan PK tanpa dibayar sekalipun. Namun fenamgang

terjadi dilapangan adalah sebaliknya.
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2. Azas keadilan

Berkaitan dengan pertanyaan yang penulis ajukangerai
azas keadilan, penulis mendapatkan jawaban yaraga®er bahwa
biaya administrasi tidak memberatkan meskipun dikan sama bagi
tiap pemohon PK tanpa melihat lebih jauh kondismpkon PK
tersebut. Selanjutnya penuis juga mendapatkan gwghng seragam
tentang batas waktu pengajuan PK dan apakah resposddah
menerima  putusan PK setelah jangka waktu 6 bulaaka
jawabannya adalah 3 bulan dan belum menerima. her&etika
penulis menanyakan tentang apakah proses PK aiasappengadilan
pajak sudah memenuhi azas keadilan, mereka sempakate
menjawab, belum memenuhi azas keadilan pajak.
3. Azas kemudahan administrasi

Semua responden kompak menjawab bahwa prosesjyp@mga
PK atas putusan PP pada MA tidak memenuhi azas daman
administrasi karena prosesnya terlalu lama.
4. Faktor-faktor penghambat MA dalam pengambilatugan PK
pajak

Berdasarkan hasil wawancara yang tersaji dalam tebal
diatas. Terlihat bahwa tiap responden mempunyaalpanwnya sendiri
dan bervariasi antara satu responden dengan rempoyahg lain.
Namun demikian secara garis besar mereka mengernuksberapa
poin yang menjadi faktor penghambat pengambilargautwleh MA.
Selain itu,penulis juga menggabungkan analisa hasilvancara
mendalam yang penulis sajikan dalam tabel tiga elapat dengan

praktek peraturan-peraturan terkait PK atas putésapada MA.
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Tabel 3. Inti hasil wawancata Responden 1-5

Pertanyaan /Informan 1 2 3 4 5
. . Harus memiliki
Semangat PK Tidak MenantandSulit Repot
argumen kuat
Jangka waktu pengajuan 3 bulan 3 bulan 3 bulap ulab 3 bulan
. Rp 2.500.000 |Rp Rp Rp 2.500.000 |Rp 2.500.000 p¢
Biaya Perkara
Y per perkara [2.500.000 |2.500.000 |per perkara |perkara
Status bi K Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
atus biaya perkara memberatkan|memberatklmemberatklmemberatkan|memberatkan
Undangan akte 2 minggu 2 minggu 2minggu  2minggu| minggu
Waktu kontra memori 2-3 bulan 2 bulan 2 bulan ahul 2 bulan
Surat Surat Surat Jawaba Menunggu ata
’ Jawaban [Jawaban membuat Surat
Setelah kontra memori Menunggu atas kontra
atas kontrgatas kontrd V. Jawaban atas
memori memori Kontra memori
. . INo . .
. No registrasi . . |No No registrasi . .
Korespondensi dengan registrasi . : No registrasi
perkara, 6-7 registrasi |perkara, 7-8
MA perkara, 7-8 perkara
bulan perkara bulan
bulan
Terima putusan PK Belum Belum Banyak belum belum
belum
Monitor perkembangan| Menunggu Websitq Website Websi Menqnggu dan
website
Adil Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
Mudah secara Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak
administrasi
MA UU, jumlah|t0rang jUndang-
seharusnya |hakim hakim Undang, Undang-
Faktor Penghambat . y pajak, SDM, proses g
lebih harus ; undang
. undang- |tidak
transparan |ditamba
undang |transparan

Sumber; Wawancara dengan responden 1-5

Sedangkan hasil wawancara dengan responden 6 sampai

dengan 9 penulis sajikan dalam tabel 4 sebagduieri
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Pertanyaan /Informan 6 7 8 9|
Belum terlalu
Semangat PK Lumayan
g Yy Lumayan banyak Belum banyal
Jangka waktu pengajuan 3 bulan 3 bular 3 bulan ulaéb
Rp Rp
Biaya Perkara 2.500.000 |2.500.000 |RP 2-°00-00QRp 2.500.00G
per perkara |per perkara
per perkar{per perkar
Status bi . T'da‘; J T'da‘; ATidak Tidak
atus biaya perkara ;n:m Fry g\nem et emberatkatmemberatka
Undangan akte - 2minggy 2 minggu 2 minggu
Waktu kontra memori 2 bulan 2 bulan 2-3 bulan 2-ahul
Surat Surat
Setelah kontra memori jawaban _jawaban Menunggu | Menunggu
atas kotra|atas kotra
memori memori
’ No No . .
Korespondensi dengan . . . . |No registras|No registras
registrasi |registrasi
MA perkara perkara
perkara |perkara
Ada yang
Terima putusan PK SRR K ERRnyak Belum Belum
ada yang |an belum
belum
website
Monitor perkembangan| website |tidak Menunggu | Menunggu
update
Adil Tidak Tidak Tidak Tidak
Mudah secgg Tidak  |Tidak | Tidak Tidak
administrasi
hakim Uy, jumlah
harus hakim agung
. Undang-
Faktor Penghambat ditambah, d alur Undang-unda
PK tidak |""9%"8 pengajuan
lewat PP PK

Sumber: Hasil wawancara dengan reponden 6-9

5.1.1 Azas Keadilan

Definisi keadilan dalam literatur tentang pajak unmya
menjelaskan tentang keadilan vertikal dan keadilamzontal. Intisari
dari keadilan pajak adalaheatment of the equal¥eadilan berarti
perlakuan yang sama bagi orang yang mempunyaidkédn yang
sama. Indikator keadilan yang penulis ambil digraitu:
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a. biaya perkara

Biaya perkara pengajuan PK pada MA atas putusagdéédan
Pajak ditetapkan sebesar Rp 2.500.000 per pergatasgn pengadilan
pajak). Biaya ini harus disetorkan sebelum pemdPKmmemasukkan
perkaranya kepada sekretariat Pengadilan Pajakndategka waktu 90
hari sejak tanggal kirim putusan pengadilan pajak.

Dalam prakteknya, putusan pengadilan dibuat sedeagan
Surat Ketetapan Pajak yang merupakan produk hukammkdberatan.
Mulai tahun pajak 2008, produk hukum pemeriksagakpalibuat per
masa dan per cabang jika Wajib Pajak itu mempurslaang usaha.

Pada banyak kasus perusahaan retail yang mempbaygak
cabang usaha, hal ini tentu saja sangat menyulitkisalnya saja
Wajib Pajak retail yang melaksanakan pemeriksagakpgtas kasus
restitusi PPN dimana dia mempunyai 10 cabang di Kehtor
Pelayanan Pajak yang berbeda diseluruh IndonesiatikeK
pemeriksaan itu selesai akan diterbitkan 12 Suretietdpan Pajak
untuk setiap masa dalam satu tahun pajak. Jikamdiempunyai 10
cabang maka harus diterbitkan 120 Surat KetetapgakPJika Wajib
Pajak ini mengajukan keberatan maka akan terdap@tk&putusan
keberatan dan 120 keputusan banding. Jika WajilbkP&i masih
belum puas terhadap hasil putusan banding ini ié&js Pajak harus
mengajukan PK atas 120 putusan banding. Dengankdamajib
Pajak harus membayar Rp 2.500.000 x 120 perkana 30000.000.

Tiga puluh juta rupiah tentulah jumlah yang sargegar bagi
sebagian wajib pajak, Hal ini tentu saja berterdangengan keadilan
vertikal dan keadilan horizontal yang berusaharaltkan dalam hal
perpajakan. Semua wajib pajak dipukul sama rattamgnbiaya ini.
Tanpa melihat profil wajib pajak,semua wajib pajghng hendak
mengajukan PK dikenai biaya yang sama. Padahal jadia wajib
pajak mengajukan PK pada MA atas putusan pengapdgak bukan
karena nilai nominalnya tetapi karena substansimpsalahannya.

Misalnya saja Wajib Pajak yang dikoreksi penjualennkarena
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dianggap kurang melaporkan penjualannya pada SRianbga.
Koreksi ini terjadi karena pemeriksa pada level geksaan tidak
mengerti tentang sistem pencatatan persediaan gryr@anPada saat
ini, koreksinya memang kecil, tidak material. Namaypabila Wajib
Pajak ini tidak mengajukan PK maa masalah mengda&in panjang.
Ketika wajib pajak terus berkembang dan menjadnaden besar
maka makin tampaklah kerugian yang ditimbulkan kare
ketidakpahaman fiskus terhadap sistem yang bedagarusahaan ini.

Sejarah penentuan besarnya biaya perkara dalamaé& MA
atas putusan pengadilan pajak ini sangatlah panjBrayval tahun
2000. Selain biaya yang ditetapkan oleh ketua MAesar Rp
2.500.000, ditetapkan pula biaya oleh ketua Petggadiajak sebesar
Rp 250.000 sebagai biaya pendaftaran perkara Pk padl atas
putusan pengadilan pajak. Namun keputusan ketugapéan pajak ini
sudah dicabut sejak tahun 2007. Terlebih lagi, ipa@aa mungkin
hanya sengketa yang masuk ke dalam tingkatan P¥ giéenai biaya
perkara. Dalam sengketa yang berwujud pemerikdageratan, dan
banding, sama sekali tidak dikenal istilah biayakaea yang harus
dibayar oleh Wajib Pajak. Mahkamah Agung merupgkatu terakhir
bagi rakyat yang ingin mendapatkan keadilan. Bagaanmungkin di
institusi yang menjadi tempat pengaduan terakhirjustru rakyat
diperlakukan tidak adil dengan mengenakan biayakapar yang
nilainya disamaratakan untuk tiap pemohon. Apakahemapan biaya
perkara yang begitu tinggi ini merupakan salah sedwa untuk
meminimalisir para pencari keadilan datang ke MA?

Biaya perkara ini tidak semata hanya pada saatgftman
berkas. Biaya perkara juga kembali timbul setelatugan selesai.
Pihak yang kalah diharuskan membayar biaya penrkang jumlahnya
berbeda-beda antara satu wajib pajak dengan wajgtk yang lain.

Secara makro ekonomi, biaya perkara PK inipun naaip
polemik yang tidak habis-habisnya menuai kontravetdal ini

disebabkan biaya perkara ini masuk ke dalam posrpeaan negara
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bukan pajak (PNBP). ICW mencatat setidaknya Rp3milar biaya
perkara di Mahkamah Agung yang tidak jelas pengaluhya dari
tahun 2005-maret 2008. Jumlah ini masih sangatl kdibanding
kalkulasi total biaya perkara, “pungutan lain” dadugaan
penyimpangannya di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengna responden asatpas
dengan responden sembilan, mereka semua mengdtakara pada
dasarnya biaya ini tidak memberatkan. Namun demikmereka
mempersoalkan biaya perkara yang dibebankan padé& pang kalah
dalam kasus PK ini. Biaya perkara yang dibebankaiapihak yang
kalah inilah yang belum diketahui dengan pasti bBsa dan itu
menjadi sangat tergantung pada majelis hakim ageng menangani
perkara PK pada MA atas putusan PP ini.

Berdasarkan informasi dari informan satu sampaigden
sembilan diperoleh keterangan bahwa pihak yang sejupai dengan
level peninjauan PK biasanya merupakan pihak yaaignybahwa
mereka ada di pihak yang benar. Oleh sebab itdg penumnya hanya
klien-klien responden satu sampai dengan sembidarg Jpesar saja
yang mengajukan PK pada MA atas putusan PP. Dedgamnkian,
biaya perkara PK ini bertentangan dengan azas lkeadipukul rata
untuk semua pemohon PK dan ditentukan secara sepdmgi pihak
yang kalah dengan jumlah yang tidak jelas.

b. keadilan dalam kejelasan informasi tentang latar bkkang

pengajuan PK dalam undang-undang

Alasan pengajuan PK pada MA atas putusan pengagikgak

tercantum dalam Pasal 91 Undang-Undang No 14 taB02 sebagai
berikut:

a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan paata su
kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yangtdika
setelah perkaranya diputus atau didasarkan padatukki
yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakaan palsu;

b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang pentirgnd
bersifat menentukan, yang apabila diketahui pabapta
persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan
putusan yang berbeda;
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c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dixin

atau lebih dari pada yang dituntut kecuali yanmutlis

berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;

d. Apabila mengenai suatu bagian dan tuntutan belum
diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;atau

e. Apabila terdapat suatu putusan yaitu yang nyatéanya
tidak sesuai dengan ketentuan peraturn-peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Secara sepintas, memang tidak ada yang yang salagarl
dengan peraturan tersebut. Namun dalam undang-gntEmsebut
tidak terdapat penjelasan yang memadai tentang-pasal diatas,.
Penjelasan dari pasal diatas dalam undang-undasepbte, hanyalah,
cukup jelas. Hal ini tentu saja merepotkan bagiillVBpjak yang akan
mengajukan PK pada MA atas putusan pengadilan pajaalam
huruf a dijelaskan bahwa PK pada MA atas putusagautilan pajak
ini dapat diajukan karena adanya suatu kebohonigantipu muslihat
pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya dgatau didasarkan
pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidamgyaiakaan palsu.
Terdapat beberapa poin yang memerlukan Klarifikabih lanjut
tentang masalah ini yang sering menjadi maslah\Wagib Pajak:

a. Kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan

Pasal ini tampak sangat jelas, yaitu ketika adalkebgan atau

tipu muslihat pihak lawan, maka Wajib Pajak dapanhgajukan

PK pada MA atas putusan Peninjauan Kembali Pajamuh

tidak ada penjelasan yang memadai apa yang dimaksagan
kebohongan atau tipu tipu daya pihak lawan. Dalangpmbilan
keputusan PK ini, hakim agung tidak bertemu meladakanisme
sidang seperti pada proses banding di Pengadilgak,Paleh
sebab itu kejelasan akan peraturan sangatlah gentin

b. Yang diketahui setelah perkaranya diputus

Jadi yang boleh diajukan PK pada MA hanya kebohorsgtelah
perkaranya diputus. Kenapa hanya kebohongan yajaglitpada
saat perkara terssebut sudah diputus? Bagaimangarden

kebohongan yang terjadi pada saat persidangan ndrdak
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terungkap pada saat persidangan? Apakah Hakimrakaerima
kebohongan yang memang diketahui selama proselgsgan
namun tidak dipertimbangkan ataukah akan langsutaaki?
Apa yang menjadi tolok ukur bahwa kebohongan tertseb
diketahui setelah perkaranya diputus? Bukti apa gyan
menunjukkan bahwa kebohongan tersebut diketahuelaget
perkara diputus? MA sebagai institusi tertingglak membuka
diri untuk wawancara mengenai masalah ini. Hakinufggakan
langsung menolak ketika menurut justifikasinya pamonan PK
tersebut tidak memenuhi syarat dari sisi alasarg ydigunakan
sebagai dasar pengajuannya.
. atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian diekim
pidana dinyatakan palsu
Jika kita melihat bagian dari kalimat Undang-undamgmaka
hanya kebohongan atau tipu muslihat yang dinyatpkdsu oleh
hakim pidana saja yang dapat diajukan PK-nya. Rlaentu saja
bermasalah dari sisi waktunya. Apakah cukup wakt(tiga)
bulan sejak tanggal dikirimnya putusan Pengadilajak® untuk
juga kemudian diajukan ke Pengadilan Pidana untekdapat
pernyataan bukti palsu. Berdasarkan peraturamakia PK tidak
dapat diajukan dengan bukti-bukti yang tidak diaigan palsu
oleh hakim pidana. Hal ini tentu saja menyulitkaargo wajib
pajak yang hendak mengajukan PK pada MA atas putusa
Pengadilan Pajak. Jelas tidak adil bagi para pem&ho apabila
mereka juga harus mengajukan perkara dulu ke péagad
pidana. Dari sisi waktu jelas tidak memnungkink&edangkan
dari sisi administrasinya tentu saja sangat berbeli

Pasal 91 huruf b Undang-Undang No 14 tahun 2002/atakan
bahwa pengajuan PK pada MA atas putusan Pengaédgak
dapat diajukan karena adanya Apabila terdapat beuttilis baru
yang penting dan bersifat menentukan, yang apalietahui

pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akaghasitkan
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putusan yang berbeda. Mokalu (2009) telah membesa¢|jian
berkaitan Undang-undang No 14 tahun 2002 pasab@if b ini.
Pembatasan alat bukti yang berlaku sebagai alasanoponan
PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak dalam @asairuf
b UU No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajalatasbpada
alat bukti surat, baik berbentuk akta autentik meu@kta
dibawah tangan, surat keputusan/surat ketetapan simat
lainnya yang ada kaitannya dengan banding atautgug&elain
alat bukti surat bukti atau bukti tertulis sebaganm tersebut
diatas tidak dapat dijadikan alat bukti sebagaalsaatu syarat
untuk mengajukan PK pada MA atas putusan pengaplépk.
Pengertian novum sebagai bukti tertulis baru daldthNo 14
tahun 2002 tentag pengadilan pajak Pasal 91 huditibhggap
kurang tepat karena yang dimaksud dengan buktilieraru
pada pasalini bukan bukti baru melainkan buktiutestyang
telah ada pada saat proses acara pada saat proass a
persidanganb erlangsung akan tetapi tidak ditemu&ama
proses acara persidangan tersebut. Oleh karengeahgertian
novum atau bukti tertulis baru sebagaimana disdbl#m Pasal
91 huruf b UU No 14 tahun 2002 tentang pengadilajakp
seharusnya bukan bukti tertulis baru tetapi buéttutis yang
telah ada namaun baru muncul setelah putusan petdesebut
berkekuatan hukum tetap.

Maksud dari bersifat menentukan adalah memenuhnasf@mal
dan syarat material sebagai akta otentik atau dktdawah
tangan dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat serta mempunyai kualitagyaebhtasan
PK yang sangat menentukan hasil putusan hakim pettkp
bading di pengadilan pajak.

Perolehan bukti tertulis ini bukan sengaja dibuatgysaat proses
persidangan di Pengadilan Pajak apalagi seteladludikannya
putusan berkekuatan hukum tetap untuk memenuhinkete
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Pasal 91 huruf b tersebut tetapi seharusnya telahsabelum
prose pemeriksaan acara berlangsung sehingga aplaikti
tersebut dapat ditunjukkan pada saat persidangg@emjadilan
pajak maka akan menghasilkan putusan yang berbeda.

Selanjutnya UU No 14 tahun 2002 tentang Pengadfigak huruf c
menyebutkan bahwa PK pada MA dapat diajukan apatglah
dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebdri pada yang
dituntut kecuali yang diputus berdasarkan Pasahy&d (1) huruf b
dan huruf c. Pihak yang merasa bahwa majelis hakingadilan pajak
telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntuatiapengajukan PK
pada MA atas putusan pengadilan pajak. Namun padannya jika
putusan pengadilan itu menguntungkan pemohon atenohon, maka
pihak yang diuntungkan akan mendiamkan saja. Setyali ini
menjadi masalah bagi pihak yang merasa dirugikamkaPa pajak
merupakan delik aduan. Artinya perkara ini hanyana#liproses jika
ada pengaduan dari pihak yang merasa haknya deabdflerdasarkan
wawancara yang penulis lakukan, bukan sekali ateu kdli hakim
pengadilan memutuskan hal yang berbeda denganpgkad sengketa
yang ada. Jika ini terjadi maka pihak yang bersegkiberhak untuk
mengajukan PK.

Selanjutnya UU No 14 tahun 2002 tentang Pengaéitgak huruf d
menyebutkan tentang suatu bagian dan tuntutan bdipotus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya. Praktek dilapahgkimi seringkai
terjadi. Yaitu ada bagian dari sengketa yang belliputus tanpa
sipertimbangkan sebab-sebabnya. Jika hal ini terjeaka ini tentu
saja berlawanan dengan azas keadilan pajak, dbetb $t1, pihak yang
bersangkutan berhak untuk mengajukan permohonan Tekakhir,
dalam No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajalufher
menyebutkan bahwa permhonan PK dapat diajukan lapadia suatu
putusan yaitu yang nyata-nyata tidak sesuai dekg@mtuan peraturn-
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Passadalah pasal

karet yang sebenarnya memungkinkan semua putusak di@jukan
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PK. Hal ini dikarenakan dalam pasal ini terlihataaga unsur
subjektifitas mengenai pelanggara peraturan. Paegadrti inilah yang
menyebabkan pekerjaan para hakim agung di MA senmaknumpuk
karena tidak jelas definisi ketentuan peraturargyagrlaku. Peraturan
apa saja yang dimaksud dan pelanggaran bagaimamg lyarus
diagjukan PK tidak dijelaskan secara rinci disinietidakjelasan
peraturan inilah yang menyebabkan azas keadilak terpenuhi.
c. keadilan perlakuan bagi pemohon PK dan MA sebagaeimbaga
pengambil keputusan

Keadilan perlakuan bagi pemohon PK dan MA disinitema
berkaitan dengan batas waktu pengajuan PK dan apdritan
putusan di MA. Dari sisi pemohon PK, terdapat batektu yang
sangat jelas, yaitu tiga bulan sejak tanggal kipmtusan pengadilan
pajak. Hal ini diakui oleh semua responden 1 sardpagan 9 yang
penulis wawancarai demi kepentingan penulisan tesis Namun
demikian, dari sisi sebaliknya, Undang-undang meymaansyaratkan
pengambilan putusan dalam jangka waktu 6 (enamanbulejak
dokumen diterima lengkap oleh MA. Namun kesembilesponden
menyatakan bahwa mereka belum menerima putusan dtikab
setelah satu tahun atau dua tahun sejak tanggal lk@rkas.

Mahkamah Agung RI merupakan pemegang kekuasaan
yudikatif tertinggi di Republik ini. Oleh sebab IMA sebisa mungkin
haruslah independen dari pengaruh pihak luar. Dalaannya
dengan penyelesaian sengketa PK, majelis hakim dh M
menyidangkan sendiri berkas perkara PK yang merikana.
Terdapat tiga kemungkinan hasil penyidangan semirimenerima
sebagian atau seluruhnya, menolak, atau menyidandiembali
melalui PP. Dimana keseluruhan hasil keputusan padéman hak

prerogative majelis hakim MA tersebut.
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Isu besar mengenai pengajuan PK pada MA atas putusa
pengadilan pajak adalah pengambilan putusan olehd#am UU No
14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutlamwd MA
mengambil putusan dalam jangka waktu 6 (enam) begtelah berkas
diterima lengkap oleh MA. Namun terdapat 2 (duatgeyaan besar
mengenai kalimat dalam undang-undang ini, yaitu:

a. setelah berkas diterima oleh MA

Para pemohon PK mengatakan kebingungan mereka mange
saat berkas diterima oleh MA yang menjadi tolokrukaktu 6 (enam)
bulan dimana MA harus mengambil keputusan. Berkizsimia oleh
MA apakah diartikan secara literal bahwa watu 6a(en bulan
dihitung sejak berkas diterima oleh MA, yang aréirsetelah dikirim
pengadilan pajak. Jika ini yang dimaksud maka @rf@nbulan tidak
mungkin terpenuhi karena proses di pegadilan pagidiri sudah
memakan waktu 5 (lima) bulan. Selain itu jika memani yang
dimaksud oleh undang-undang, maka seharusnya peraohPK
tidak perlu melewati pengadilan pajak, melainkanging saja
dikirimkan ke MA. Posisi pengadilan pajak dalam BEharusnya
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MAekar secara
struktural pengadilan pajak juga berada dibawah Madi berkas
diterima dengan MA ini seharusnya berarti sejakggah berkas
permohonan PK diterima oleh pengadilan pajak. Nanpauda
prakteknya proses 6 (enam) bulan dimulai sejakgaindjtrebitkannya
nomor registrasi perkara PK. Berdasarkan wawarearedalam yang
penulis lakukan terhadap 9 (sembilan) informan,ebmpa diantara
informan ini bahkan mengusulkan agar berkas perR&gada MA
atas putusan PP ini dikirimkan langsung kepada M#hgmgat pajak
merupakan sumber pembiayaan negara yang utamand@amukasus
pajak akan mengganggu stabilitas ekonomi makronesia.

b. Diterima dengan lengkap

Dalam UU No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Paghik

disebutkan tentang definisi lengkap. Undang-undanig hanya
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menyebutkan syarat-syarat pengajuan PK dan tidaketaskan lebih
lanjut tentang pengertian lengkap, padahal sekakinm MA
menemukan bahwa berkas itu tidak lengkap maka genan PK
tersebut akan langsung ditolak tanpa memepertinkaanigbih lanjut
aspek material permohonan PK tersebut.

Pada prakteknya, ketika kita mengajukan permohdt@ampada
MA atas putusan Pengadilan Pajak memang berkas akigam di
verifikasi oleh tim PK di Pengadilan Pajak, namtinhianya berkaitan
dengan tenggat waktu (apakah melampaui dari 90degak putusan
pengadilan dikirimkan atau tidak) serta kuitangi bisiya perkara PK
sebesar Rp 2.500.000. Namun tidak ada verifikasal awengenai
kelengkapan berkas atas materi yang dimohonkan teKJikapun
dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkasgisi materi maka
menurut penulis akan terjadi konflik kepentingarengingat yang
menyidangkan dan juga memutuskan perkara dalankatinganding
juga institusi Pengadilan Pajak tersebut.

Hal ini tentu saja tidak adil bagi pemohon PK. Jipara
pemohon PK terlambat memasukkan berkasnya, maka
permohonannya dipastikan langsung ditolak, sedangka MA telat
memberikan keputusannya, tidak ada sanksi apa-&gngan
demikian azas keadilan pajak tidak terpenuhi disini
5.1.2 Azas Kemudahan Administrasi

Dalam penulisan tesis ini, penulis juga mengangkatenuhan
azas kemudahan administrasi dalam PK atas putuBapaBa MA.
Terdapat empat indikator yang penulis jadikan acudadam
pemenuhan azas kemudahan administrasi ini, yaéutainty,
simplicity, economy,dan convenience Kepastian disini berkaitan
dengan proses yang harus dijalani oleh para pemdhon Azas
kesederhanaan tercermin proses pengajuan PK, ajekbblit-belit
atau tidak. Penulis menekankan masalah waktu ydrapigkan oleh
para pemohon PK ketika mengajukan PK. Berkaitargalenmasalah

azasconveniencgenulis melihat dari alur PK itu sendiri apakah PK
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tidak memberatkan para pemohon jika dilihat darospsnya.
Berkaitan dengan penelitian mengenai pemenuhan kerasidahan
administrasi ini, penulis mengajukan pertanyaa$, 4, 8, 10, dan 12
dimana ringkasan jawabannya sudah tersaji pad 3atan tabel 4
diatas. Penulis akan menyajikan terlebih dahulsgs@engajuan PK
yang terjadi di lapangan, baru kemudian mengaitk@andengan
keempat indikator terpenuhinya azas kemudahan asinaisi.

Proses berkaitan erat dengan kemudahan administrasi
Kemudahan administrasi ini haruslah dirasakan keoelah pihak,
baik pemohon maupun termohon. Terdapat aturan ysawggat
mengikat bagi para pemohon PK mengenai batas waétigajuan
permohonan ini. Pemohon PK diberikan waktu 3 (bgkan) dari sejak
tanggal kirim putusan pengadilan pajak.

Masalah tanggal ini merupakan masalah yang sarey#ing
dalam hal pengajuan PK. Ketika tanggal ini terlemaka permohonan
akan ditolak tanpa hakim MA mempertimbangkan leb#njut
mengenai isi materinya.

Namun demikian terdapat perbedaan yang sangatasibst
mengenai masalah tanggal ini dalam tiap level pesgéan sengketa
pajak. Dalam level pengajuan keberatan, permoh&eberatan harus
diajukan dalam waktu 3 (tiga bulan) sejak tangg&lPEB yang
menjadi pokok sengketa dikirimkan kepada Waijib Rajslamun
dalam praktek, SKPKB yang menjadi produk hukum p#maan
pajak ini sampai dalam waktu yang tidak terlalu dapaxda Wajib
Pajak.

Hal yang berbeda terjadi pada saat pengajuan b@n8urat
banding harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tmdan diterimanya
sejak putusan keberatan diterima oleh wajib pajak.

Namun pada tingkatan banding, terjadi fenomena Yenigeda.
Sejak terakhir kali permohonan banding diputus bigkim Pengadilan
Pajak, maka putusan pengadilan akan dikirim maksimlam waktu 1

(satu) bulan sejak tanggal pengucapan putusan. Iiyissatanggal
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pengucapan putusan adalah 3 Juni 2010, maka saldmsan

pengadilan akan dikirim pada wajib pajak tanggali@i 2010. Tanggal
2 Juni inilah yang tercetak disampul paling depaari gutusan
pengadilan pajak sebagai tanggal kirim putusanapigputusan tidak
sampai di tangan wajib pajak pada tanggal 2 JufDZJ6i. Putusan
sampai di tangan wajib pajak jauh setelah tanggi@kebut. Menurut
wawancara dengan beberapa konsultan pajak yandipéakukan,

putusan pengadilan pajak pada umumnya baru ditesieb@lah satu
bulan sejak tanggal dikirim yang tercetak di sanquilisan pengadilan
tersebut.

Dengan demikian, wajib pajak mempunyai waktu yaagh]
lebih sedikit daripada yang diamanatkan oleh Undamtang untuk
persiapan penyusunan dokumen PK pada MA atas puResagadilan
pajak ini. Padahal dokumen dan surat permohonan d
pemohonlah yang menjadi dasar pertimbangan utamaliM&lakim
Mahkamah Agung.

Isu yang selanjutnya dalam masalah PK pada MA@iassan
pengadilan pajak adalah Akta Peninjauan Kembalilkkienengajukan
PK pada MA atas putusan Pengadilan Pajak, makd wajak harus
menandatangani dokumen Akta Peninjauan Kembali kPaj&kta
peninjauan kembali pajak merupakan dokumen yanigihgsi sebagai
tanda terima resmi dari pengadilan pajak.

Ketika pemohon PK mengajukan PK pada MA atas puatusa
pengadilan pajak, maka dia harus menyiapkan duadsktimen
lengkap termasuk lampiran-lampiran di dalamnya. uboé&n asli yang
akan diproses ke MA sedangkan salinan dokumennga dkerikan
kembali kepada pemohon PK sebagai tanda terima pdsnrgadilan
pajak.

Penandatanganan akta peninjauan kembali ini dikkudi
hadapan panitera pengadilan pajak dan dilakukamgslarg oleh
pengurus wajib pajak yang bersangkutan. Pengury \pajak ini

harus datang langsung ke pengadilan pajak atau kiiiwaleh
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kuasanya. Secara teori penandatanganan akta PHKidaki menunda
pengiriman berkas PK kepada pihak termohon. Namwauap
prakteknya staf pengadilan pajak tidak akan memgian berkas
permohonan PK sebelum akta PK ditandatangani aatopon PK.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh pendsada
para konsultan yang mendampingi wajib pajak daRnpada MA
atas putusan pengadilan pajak ini, diperoleh infminbahwa akta ini
ditandatangani dalam kurun waktu 2 (dua) minggu diserahkannya
permohonan PK pada pengadilan pajak.

Padahal dalam keputusan Ketua MA No 03 tahun 2002
disebutkan bahwa 2 (dua) minggu sejak tanggal ahi@nnya
permohonan PK oleh pemohon, maka panitera pengagikgak
haruslah mengirimkan salinan permohonan PK ke plaalan untuk
dibuat kontra memori. Namun, praktek di lapangamgximan berkas
ke pihak lawan tertunda minimal selama 2 (dua) unglari
seharusnya karena menunggu ditandatanganinya ldkte P

Setelah berkas dikirimkan kepada pihak lawan, mpikek
lawan akan diberi waktu selama 30 (tiga puluh) atuk menyusun
kontra memori. Berdasarkan wawancara yang penakskhn, pada
prakteknya pihak termohon sering kali melewati bateaktu ini.
Terlebih jika yang menjadi termohon PK adalah DinekJenderal
Direktorat Jenderal Pajak. Atas keterlambatanidaiki ada sanksi yang
dijatuhkan pada pihak termohon, panitera hanya etartikan dalam
surat pengantarnny adalah terlambat mengirimkantr&omemori.
Panitera pengadilan pajak baru mengirim berkas pleoman PK ini
tanpa kontra memori dari pihak lawan setelah 3ajtigulan pihak
termohon tidak mengirimkan kontra memorinya. Dengkemikian,
proses peninjauan kembali ini akan tertunda selarftega) bulan dan
2 (dua) minggu sebelum berkas ini dikirimkan ke MA.

Selanjutnya panitera pengadilan pajak akan menigm
kontra memori pihak lawan kepada pemohon. Jangk&tuwa

pengiriman ini ditetapkan oleh KMA 03 tahun 2002as®@ 2 (dua
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minggu) sejak kontra memori diterima oleh pengadilpajak.

Pengiriman konta memori kepada pihak termohonehasusnya tidak
menunda proses melengkapi berkas (satu bulan) gerganatkan
oleh KMA No 3 tahun 2002. Sekali lagi, dalam pr&kteal ini tidak

dapat dipenuhi. Berdasarkan wawancara yang pdallikan, panitera
pengadilan pajak baru mulai melengkapi berkas aetebntra memori
dikirimkan pada pemohon PK.

Proses penyelesaian sengketa banding berlangsung
Pengadilan Pajak. Sementara proses PK dilaksanakefalui
Pengadilan Pajak. Tentu saja semua dokumen baduiimgpan dalam
oleh pengadilan pajak. Tetapi kenapa diperlukantwalang begitu
lama untuk melengkapi berkas-berkas banding sebeliknm ke
MA. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh pgnwblume
pekerjaan di pengadilan pajaklah yang menjadi pestyebegitu
lamanya proses melengkapi berkas ini. Seharusnyesegr di
Pengadilan Pajak tidak memerlukan waktu terlaluald@rena semua
berkas ada di Pengadilan Pajak, mulai dari sunadlibg, surat uraian
banding, surat bantahan, korespondensi antara memodinding dan
termohon banding dengan pengadilan pajak, lemb@eal@rara sidang
serta putusan pengadilan itu sendiri. Jadi prosekengkapi berkas
perkara banding seharusnya tidak akan lebih d@ujiah) hari kerja.

Selanjutnya setelah berkas lengkap, panitera pidagapajak
akan mengirimkan berkas tersebut ke MA. MA kemudekan
menerbitkan nomor registrasi perkara PK yang akkinirdkan pada
pemohon PK. Berdasarkan wawancara yang dilakukda pansultan
pajak yang menangani masalah PK ini, wajib pajalgyaereka wakili
baru menerima nomor registrasi perkara 1 (satigrbsételah panitera
pengadilan pajak mengirimkan berkas ke MA. Paraghem PK sudah
menghabiskan waktu menunggu yang sangat panjangasatangan
tahapan ini.

Penulis akan membandingkan skema pengajuan PK ldada

atas putusan pengadilan pajak berdasarkan perggarandangan yang
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berlaku seperti yang telah penuis sajikan di hatar8d@ dengan
kejadian faktual dilapangan

Peraturan yang ada mengenai PK pada MA atas putusan
Pengadilan Pajak tidak mengatur tentang berapa M#Meenerbitkan
nomor registrasi perkara sejak dikirimkannya bgrka MA. Selain
itu, Undang-undang juga tidak mengatur berapa l@mmtnya putusan
MA sejak diterbitkanya nomor registrasi perkara.

Setelah terbitnya nomor perkara, maka MA akan
mengirimkannya pada pemohon PK. Namun berdasarlkamancara
mendalam yang penulis lakukan, tidak ada pedomatuwang pasti
kapan nomor registrasi perkara akan dikirimkan ppe@aohon PK.
Pemohon PK menerima nomor registrasi perkara delagka waktu 7
(tujuh) sampai dengan 8 (delapan) bulan sejak dikk@nnya berkas
PK ke Pengadilan Pajak Nomor registrasi perkaraadalah nomor
panggil perkara di MA. Jika pemohon PK hendak metoon
perkembangan perkaranya, maka dia bisa melakukamyee melalui
situs MA. Berdasarkan wawancara yang penulis lakuki@ngan
informan satu sampai dengan sembilan tidak semuarman
memanfaatkan situs MA untuk memonitor perkembankasus PK
mereka. Alasan yang mereka kemukakan atas hadaihasitus MA
tidak memuat informasi terbaru, artinya dalam situshanya terdiri
berkas perkara yang telah lalu. Bahkan beberaparniain belum
mengetahui keberadaan fasilitas ini dan memilih immggu sampai
diterbitkan dan dikirimkannya salinan putusan MA.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara mendalam yang

penulis lakukan, maka bagan diatas menjadi selegikiut:
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Gambar 3 Skema Pelaksanaan Peninjauan Kembali di

Lapangan
Pasal 91 UU
No 14 UU ~ Permohonan - Akta PK Jawaban
tahun 2002 " PK > dibuat dan » pihak lawan
u )
g:}andatané;i (kontra
. :
\ 4 v Pengadilan 20 memori)
90 hari 14 hari Pajak hari o] 14 hari
kerja ari »
\ 4
Kontra
Memori
Putusan MA d?kirim pada
dikirimke »| Pemohon PK pihak lawan
Pengadilan dan termohon
Pajak PK 30 hari |«
A 4
Berkas
Putusan No — B dilengkapi
Akhir MA  |e registrasi |« a}:\mm = < oleh panitera
perkara pengadilan
v v pajak
30 hari 14 hari

Sumber: wawancara mendalam terhadap responden satupai
dengan sembilan
Bagan diatas menunjukkan proses di Pengadilan Rajak PK
pada MA atas putusan Pengadilan Pajak beserta gamvgiktu
penyelesaiannya. Proses yang berlangsung di péagauiijak hingga
berkas permohonan PK ini dikiimkan ke MA sudah oagrai 5
(lima) bulan. Selain itu terdapat beberapa titiknana belum jelas
jangka waktu penyelesaiannya. Belum jelas disitmya sangat relatif
antara satu pemohon dengan pemohon yang lain:
a. Sejak saat diterbitkannya nomor registrasi perkdriagga
diambilnya putusan oleh majelis hakim;
Bagian ini merupakan bagian terlama dari skema gleagian
permohonan PK pada MA atas putusan Pengadilan .Pdjalak
terdapat pedoman yang jelas mengenai bagian inrdaBarkan
informasi dari MA, penerbitan putusan hakim inigentungari banyak

hal. Ada perkara yang belum diputus sejak tahurl 268mun ada juga
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yang sudah diputus hanya dalam jangka waktu kudarg?2 (dua)
bulan, misalnya saja kasus PK PT KPC yang sudaltuppada Mei
2010 padahal berkasnya baru dimasukkan Maret 2tk (2010).

b. Putusan MA dikirim ke Pengadilan Pajak;

Ketikapun hakim agung MA sudah memutus kasus RIKNMA
tidak akan mengirimkan langsung kepada pemohorntaetamhon PK.
Setelah putusan MA terbit maka harus dikirim kedelilan Pajak,
merekalah yang selanjutnya akan mengirimkan putusiake pihak
pemohon dan termohon. Tidak ada pedoman pasti untuk etapi
berdasarkan pengalaman para pihak terkait, umuimalyiai dilakukan
dalam jangka waktu 14 hari.

c. Pengadilan Pajak mengirimkan salinan putusan leppithak
pemohon PK dan termohon PK

Dalam UU MA hanya disebutkan bahwa salinan putdgA harus
dikirimkan kepada pemohon dan termohon PK dalamkamwaktu 30
(tiga puluh) hari. Namun demikian tidak ada sanfang jelas bagi
yang melanggar aturan ini. Sebenarnya MA hanyaeveajban untuk
mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Pdakaturan
perundangan yang berlaku tidak menetapkan mekarasmteol untuk
mengetahui apakah putusan MA tersebut sudah daesieh pemohon
dan termohon PK dalam waktu 30 (tiga puluh) haudidak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menciutkamadi empat
indikator besar pemenuhan azas kemudahan admstistra
a.Kepastian ¢ertainty)

Azas kepastian disini berkaitan dengan kepagtiases yang harus
dijalani oleh para pemohon PK. Berdasarkan wawanoandalam
yang penulis lakukan, tidak terdapat kepastian ndalproses
pengajuan PK atas putusan PP pada MA ini. Haligelzhbkan tidak
adanya kejelasan akan waktu pengambilan keputussim MA.
Bahkan, seperti yang disajikan dalam tabel satukapa yang
diajukan dari tahun 2003 pun ada yang belum dipusngan
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demikian tidak terdapat kepastian dalam pengaju@ratds putusan
PP pada MA.
b. KesederhanaasiMmplicity)

Berdasarkan uraian diatas tampak jelas bahwaegrgang dilalui
pemohon PK sangat berliku. Dengan demikian jeldmsvbatidak ada
kesederhanaan dalam permohonan PK atas putusaadg Mg\

c. Ekonomi économy)

Pajak pada dasarnya mempunyai dua fungsi, yaitgsfumendanaan
dan fungsi pengaturan. Adanya hambatan dalam psesegeta, jelas
mempengaruhi kedua fungsi pajak ini. Berkaitan denigelambatan
putusan PK pada MA atas putusan Pengadilan Pakal aangat
berpengarih pada minimal dua sektor:

a. Ekonomi perusahaan

Sebuah perusahaan yang mengajukan PK, pasti melaapan
banding. Sebelum maju pada tahapan banding, WajjakPharus
melunasi minimal sebesar 50% dari keputusan kedrerdtetika dia
kalah dalam level banding maka da harus melunsai%i% nya plus
bunga 2 % per bulan. Ketika wajib pajak ini majugdingkatan PK,
maka dia berharap uangnya akan kembali. Semakia RiKnpajak ini
diputus maka akan semakin terganggu siklus keuamggib pajak
tersebut. Uang vyang seharusnya dapat digunakan k untu
mengembangkan perusahaan dan menggiatkan kegerekopomian
sektor riil menjadi tertahan.

b. Keuangan Negara

Dalam kaitannya berlarut-larutnya proses PK pajikkieuangan
negara juga terpengaruh. Semakin lama proses akiarakan semakin
besar bunga yang harus dibayar oleh negara ketigara (Direktorat
Jendaral Pajak) kalah. Misalnya saja pada kasushhkgh negara
dalam PK PT KPC, negara harus membayar bunga 2r %uten atas
pokok sengketa sebesar Rp 1.5 triliun (Detik:2Q1@)lah yang harus
membuat kita bersegera untuk memperbaiki masalalp&ka MA

atas putusan Pengadilan Pajak sebelum lebih balagakkerugian
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yang terjadi. Dengan demikian, proses PK atas poti¥ pada MA
jelas tidak memenuhi aspeconomy azas kemudahan administrasi
pajak.

5.2 Faktor-Faktor yang menjadi hambatan proses pergmbilan
keputusan dalam PK pada MA atas putusan PengadilaRajak

Tumpukan perkara PK atas putusan PP pada MA jelas
merupakan pekerjaan rumah yang besar. Sebenarnypukan
perkara ini berawal dari tumpukan perkara di PeilgadPajak.
Menurut Menkeu, setiap tahun tidak kurang dari Q@.perkara yang
masuk ke Pengadilan Pajak (5). Selanjutnya WajjakPgang merasa
tidak puas dengan putusan PP dapat mengajukan RE MA
sepanjang terdapat alasan sesuai dengan pasal 9MoUL# tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak.

Indonesia hanya mempunyai satu pengadilan pajak.irtia
sangat berbeda dengan di negara-negara lain. Rirmeggara lain
seperti AS, Kanada, Jepang, Korsel, serta Malaysgagka mengenal
lebih dari satu tingkatan Pengadilan Pajak. Lekahni du, terdapat
pembatasan jumlah sengketa yang bisa dimajukamikgddilan Psjak
Pajak (Darussalam: 2009). Jika sudah melewati mklagapajak yang
berlapis itu, barulah mereka dapat mengajukan PEUgeme Court.
Di Indonesia, semua perkara, dengan alasan yamgiemulai dari
ketidaksamaan perhitungan, pembuktian, hinggapregsi Undang-
Undang semuanya masuk kedalam satu badan, yaigaéitm Pajak.
Setelah itu, semua dapat diajukan ke MA sepamaamenuhi alasan
Pasal 91 Undang-Undang No 14 tahun 2002 tentangadédan Pajak.
Hal ini juga merupakan salah satu penyebab menunyaugerkara di
Mahkamah Agung .

Uraian di bab satu sampai dengan bab lima tesis ini
menunjukkan terdapat masalah serius dalam prosgsaB& MA atas
putusan pengadilan pajak. Adapun faktor-faktor pegbat ini,
berdasarkan hasil wawancara mendalam yang peaulikdn dengan

informan satu sampai dengan Sembilan, dapat pdvagjismenjadi:
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5.2.1 Legal formal

Peraturan yang mengatur PK pada MA atas putusagadiéan
Pajak, baik itu tentang Undang-undang PengadigakMahkamah
Agung, Petunjuk pelaksanaan, Petunjuk teknis mensamah ada.
Namun tidak ada satupun dari peraturan tersebuttatea undang-
undang yang menyebutkan sanksi atas tidak dipatahiketentuan-
ketentuan mengenai PK pada MA atas putusan PP. iflal
menyebabkan tidak ada efek jera pada para pihak iystanggarnya.
Oleh sebab itu perlu dilakukan reformasi menyeluatds peraturan
perundang-undangan yang berlaku berkaitan denggreB& MA atas
putusan PP. Peraturan perundang-undangan yang taemgasalah
PK ini sangat berat sebelah. Ketika pemohon PKktidapat
memenuhi tenggat waktu 3 (tiga) bulan yang diteatukindang-
undang, maka permohonan PK tersebut otomatis Hitblamun tida
demikan halnya dengan MA yang melanggar tengat \Baktnam)
bulan .Tidak ada sanksi apapun atas pelanggaraentken ini.
Masalah legal formal ini disinggung oleh semua rimfan pada saat
dilagsungkannya wawancara mendalam . Menurut meuekiang-
undang kita tidak jelas mengatur sanksi bagi kateiltan MA dalam
memutus perkara PK atas putusan PP.
5.2.2 Institusi

PK pajak dilakukan atas putusan pengadilan pajaknum
diajukan juga melalui pengadilan pajak. Selainpgngadilan pajak
pula yang melakukan verifikasi kelengkapan berkagp&a pemohon
PK. Terlebih lagi jika hakim MA melakukan penyidamgulang, maka
penyidangan tersebut dilakukan di Pengadilan Fagik Hal ini tentu
saja menjadi konflik kepentingan. Bagaimana mungkiebuah
institusi menjadi lembaga verifikator berkas yanglawan putusan
yang sudah diambilnya? Tentu saja hasilnya tida&knag&eoptimal
ketika verifikatornya adalah sebuah institusi inelegen atau bahkan
dilakukan oleh MA itu sendiri. Berdasarkan wawaacanendalam

yang penulis lakukan terhadap 9 (sembilan) informgang
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berkecimpung di bidang perpajakan, mereka mengasudkar berkas
PK langsung dikirimkan pada MA. Menurut penulis,| hai
memungkinkan untuk dilakukan mengingat sifat pagakagai tiang
utama perekonomian negara. Pengecualian terhadag pa juga
dilakukan terhadap hukuman bagi pelangaran pajakufan bagi
pelanggaran pajak lebih bersifat penggantian teghdcrugian yang
ditimbulkan daripada menahan si pelaku kedalam goanjHal ini
tercantum jelas alam undang-undang tentang ketentnam dan tata
cara perpajakan.
5.2.3 Struktur MA

Struktur MA tidak megakomodir masalah pajak seddrasus.
Bidang pajak ditangani oleh Tim C yang sebetulnyarupakan
panitera Tata Usaha Negara. Jadi pajak dianggaggaebagian dari
tata usaha Negara. ltulah sebabnya masalah PK gal@lk terhambat
karena memang tidak ditangani oleh tim khususdhg perpajakan.
5.2.4 Sumber daya manusia/Pendidikan Hakim

Salah satu sebab lamanya proses pengambilan kepytada PK
apajak adalah kurangnya sumber daya hakim agungaiea untuk
masalah pajak. Hal ini tentu saja terjadi mengirggaigat rumitnya
syarat yang diajukan oleh undang-undang bagi sasgoryang
mengajukan diri sebagai hakim agung MA. Terlebimsa hakim
agung haruslah berlatar belakang pendidikan hukeadahal pajak
merupakan biang ilmu yang sangat spesifik yanctisa begitu saja
dipelajari ketika seseorang itu sudah diangkat adrijakim agung.
Undang-undang kita masih belum mengakomodir sesgorang
berlatar belakang keilmuan dibidang pajak untuk jadinhakim
agung. Idealnya. Ketika sesorang tersebut beretiakag pendidikan
perpajakan namun dia jug amemiliki dasar ilmu hulpada tingkatan
pasca sarjananya hendaklah itu cukup sebagai sg@amaju ke
tingkatan hakim agung. Selain itu seleksi hakim ngghendaknya
lebih transparan sehingga member kesempatan lmigidanyak putra

purtri terbaik bangsa untuk mengabdi memalui jadabagai ahkim

Universitas Indonesia

Peninjauan kembali..., Rezania Ulfah C, FISIP Ul, 2010.



94

agung dengan kekhususan bidang pajak. Sekarartpimja terapat
satu orang hakim agung di bidang perpajakan yangudmees di
MA.Berasarkan wawancara menadalam yang penulikéakunereka
sangat prihatin dengan kurangnya sumber daya haging dibidang
perpajakan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan tephadla
(sembilan) orang informan yang berkompeten dibidpegpajakan,
maka faktor-faktor yang menjadi penghambat prosesg@mbilan
keputusan PK pada MA atas putusan PP dapat dighetbaebagai
berikut:

Gambar 4. Faktor-faktor yang menjadi penghambat

pengambilan keputusan PK pada MA atas putusan PP

Sumber
daya
manusie

PK pada MA

atas putusan
PF

Struktur MA

Sumber: Hasil pengamatan dan wawancara terhadagrmmén

Berdasarkan bagan diatas tampak jelas bahwa asstardaktor
dan faktor yang lain akan saling berkaitan satugerryang lain. Tetapi
semua bermuara di kejelasan undang-undang. Undaerg yang
tegas tidak akan berat sebelah dalam menerapk&sistan imbalan
bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Ketikalamg-undang itu
tegas, maka undang-undang tersebut akan menerak&tur institusi
yang tegas bahwa pajak merupakan satu bagian deisgang terpisah.

Selanjutnya ditetapkan bahwa personel hakim agungbidang
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perpajakan haruslah beratar belakang ilmu pajak g#anjang dengan
pendidikan lanjutan di bidang hukum. Terakhir,adalhal verifikasi
berkas perkara PK, akan dibentuk suatu badan indepeyang terlepas
dari sturuktur PP atau MA sendiri yang menjadi legd verifikator

kelengkapan berkasnya.
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BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan benkalengan
tesis ini, maka terdapat beberapa kesimpulan sebaghkut :
6.1.1 Azas Keadilan dan kemudahan administrasi
Berdasarkan wawancara mendalam yang telah dilakukan
terhadap 9 (sembilan) responden disimpulkan bghneses PK atas
putusan PP pada MA belum memenuhi azas keadilakefandahan
administrasi. Namun demikian, terdapat semua refgpoberpendapat
bahwa biaya administrasi yang dipukul rata sama ti@g pemohon
PK tidaklah memberatkan meskipun itu bertentangangdn teori
keadilan dalam bidang perpajakan. Hal ini disebabkaereka
membandingkan dengan besarnya kasus sengketa yaaganajukan.
Selanjutnya, berkaitan dengan azas kemudahan adragij semua
respondenpun berpendapat sama bahwa azas inipum hefcapai
mengingat ketidakjelasan pengambilan putusan di MA.
6.1.2 Faktor-faktor penghambat pengambilan putusanPK atas
putusan PP pada MA
Berdasarkan wawancara mendalam yang penulis laktda@apat
beberapa faktor penghambat dalam pengambilan putbsa atas
putusan pengadilan pajak pada MA, yaitu legal fornmastitusi,
struktur MA, serta sumber daya manusia/pendidikadirh.
6.2 Saran
Berdasarkan penelitian  yang penulis lakukan, psnuli
merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
6.2.1 Legal formal
Seharusnya daam tiap peraturan tentang PK paddibébutkan
konsekuensinya jika hal tersebut dilanggar. Halgyaaling krusial
adalah masalah waktu. Seharusnya ditetapkan bahwa hisfus

menerbitkan keputusan dalamjangka waktu 6 (enan@nbgejak
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diterimanya berkas PK di Pengadilan Pajak, disemdgadilan Pajak
dianggap sebagai representasi dari MA. Jika MA ktiddapat
memenuhi hal ini, maka permohonan PK dianggapidigerJika ini
yang diaplikasikan di lapangan, maka kemudahan mmdtrasi akan
terpenuhi. Toh, dalam level sengketa yang sebelambgik fiskus
maupun wajib pajak mempunyai batasan waktu yarasgjehisalnya
keberatan harus diselesaikan dalam jangka waktouleh, jika tidak
selesai maka DJP dianggap menerima permohonangkabeni.
6.2.2 Institusi
Pajak adalah hal yang berkaitan dengan uang dalaral yang

tidak sedikit. Dikhawatirkan terjadiias ketika Pengadilan Pajak harus
memverifikasi berkas perohonan PK yang notabenawsael putusan
pengadilan pajak itu sendiri. Oleh sebab itu penuli
merekomendasikan agar dibentuk suatu institusi pedeéen yang
berfungsi sebagai verifikator berkas permohonanp@Kia MA atas
putusan Pengadilan Pajak.
6.2.3 Struktur MA

Selama ini permohonan PK pajak masuk ke dalantgrartiata
usaha negara (TUN). Penulis merekomendasikan &aafjak masuk
ke dalam panitera tersendiri dimana para hakim gys merupakan
orang-orang yang hanya mengurusi masalah pajalsaiagat ahli di
bidangnya.
6.2.4 Sumber daya manusia

Pemerintah hendaknya merevisi syarat-syarat meimjakim
agug non karir yang berlaku selama ini. Hal iniebesbkan dalam
peraturan yang berlaku sekarang ini tidak menakamotereka-
meraka yang memang ahli dalam bidang perpajakaapitaidak
berlatar belakang sarjana hukum. Seharusnya segpojang tersebut
memang ahli dalam bidang perpajakan, dan dia jugagomsali
masaah hukum, yang ditunjukkan dengan lulus dargnmam pasca
sarjana huku (baik level strata dua ataupun statdapat dipross

untuk menjadi hakim agung di MA.
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6.2.5 Biaya perkara

Penulis merekomendasikan untuk menghapuskan biagkama PK
pajak. Bagaimana mungkin jika proses penyelesagmglketa pada
tingkat yang lebih rendah saja tanpa biaya, namuendpat dimana
seharusnya masyarakat mencari keadilan terakhirujudikenakan
biaya. Seharusnya MA tidak mengutip biaya perkaragemohon PK
karena seperti halnya lembaga pemerintahan yang dgerasional
MA sudah didanai oleh APBN. Jika terdapat kekurangaaka
seharusnya MA berkonsultasi dengan Presiden daraD&erwakilan
Rakyat mengenai masalah ini dan bukannya membdédakibiaya
perkara. Adanya biaya perkara resmi ini akan menbieya-biaya
yang lain.

6.2.6 Skema alternatif pengajuan PK pada MA atasuspmn
Pengadilan Pajak

Bagan 4. Skema alternatif pengajuan PK pada MA atas

putusan pengadian pajak

AIasan Lembaga Kontra N Melengkapi
gingajuan independen ”| Memori > berkas
v A A 4
90 7 30
v
oDlléinma B Putusan < alfrlma
pemohon N akhir MA
A
dan Y
termohon 14 4 bin

Sumber: kesimpulan dari wawancara mendalam

Menurut penulis skema diatas akan memberi jaminan

kemudahan administrasi bagiparapemohon PK. PemoRwh
memasukkan permohonannya dalam jangka waktu 90 Kegrada
lembaga independen yang memang bertugas memuvesrifilerkas

permohonan PK. Lembaga tersebut sekaligus langswemerbitkan
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tanda terima penerimaan berkas yang juga berfisedsgai nomor
registrasi perkara yang sudah dianggap lengkaglabeitu lembaga
ini akan mengirimka permohonan tersebut kepadakdénaan untuk
diterbitkan kontra memori. Kontra memori ini hamisiapkan dalam
jangka waktu 30 hari. Jika tidak bisa memenuhinyakanlawan
dianggap setuju dengan Pemohon PK. Sembari menutitggimana
kontra memori, lembaga ini menyiapkan berkas peonah PK yang
lain. Setelah kontra memori ini datang, maka lemabaipi

mengirimkannya kepada MA dalam jangka waktu 7 Haetelah itu
hakim MA amsih mempunyai waktu 4 bulan untuk merakn

perkara ini melaui perrsidangan sendiri. Setelaltugan terbit
langsung dikirimkan kepada pihak pemohon dan teonadari MA

tanpa melalui pihak ketiga lagi. Berdasarkan waweagangpenulis
lakukan terhadap 9 (sembilan ) orang informan,nuitean bahwa
mereka seringkali menjawan kontra memori secarali®r Dengan
demikian sebenarnya para pemohon PK masih mempwsayai hak
lagi yang dapat dimafaatkan, yaitu melalui jawakatas kontra
memori. Jawaban ini dapat diajukanuntuk melengkapkas sehingga
memperjelas runtutan masalah yang akan mempermpaiahhakim

agung untuk mengambil putusan.
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Pedoman Wawancara

7.

Pengalaman Bapak dalam menangani PK pada MA atas putusan PP seperti apa?
Aduh...gimana ya..kalau boleh milih, saya pilih nggak nanganin PK deh, soalnya bayarannya
tidak sebanding dengan waktu yang kita spent. Lama sekali lho waktunya. It s really-really
time consuming. Tapi ya karena kita diminta oleh klien, ya kita lakukan

Berapa lama biasanya bapak mengajukan PK sejak diterbitkannya putusan PP ?

Biasanya sih 3 (tiga) bulan dari tanggal kirim putusan PP..kalau apa itu..tanggal sejak
ditemukannya tipu muslihat sih saya belum pernah.

Apakah ada biaya ketika Bapak mengajukan PK pada MA tentang putusan PP ini? Apakah
menurut Bapak biaya ini memberatkan? Biaya...oiya ada Rp 2,500.000 per perkara. Kalau
menurut saya sih immaterial lah.Soalnya biasanya klien yang berani sampai pk adalah klien
yang yakin mereka benar

Dalam jangka waktu berapa lama biasanya bapak diundang ke PP untuk menandatangani
akta PK?

Ooo akte PK ya? Waduh ga tentu itu, bisa seminngu, paling telat 3 minggulah ...Tp ya tiga
minggu itu untuk klien luar kota.

Setelah itu biasanya bapak menerima kontramemori ? Dalam waktu berapa lama biasanya
bapak menerima kontra memori setelah mengajukan PK?

Ya, ada itu. Kami biasanya terima kontra memori dari DJP..kita sih ga terima, yang biasa
terima klien kita, itu sekitar 2-3 bulanlah. Ya...batas paling lama untuk klien2 luar kota

Apa yang Bapak lakukan setelah Bapak mengajukan kontramemori

Apa ya? Ya sudah kita tunggu saja proses selanjutnya.

Dokumen apalagi yang Bapak terima dari PP atau MA setelah komtra memori dan dalam

jangka waktu berapa lama ?

8.
9.

Klian kita sih basanya terima nomor ...apa itu namanya ...nomor registrasi perkara ...tapi
lama itu lho...sekitar

Dalam jangka waktu berapa lama biasanya Bapak menerima putusan MA?
Adakah upaya yang dapat bapak lakukan untuk mengetahui perkembangan perkara PK yang

Bapak ajukan?
10.Menurut Bapak, faktor apa yang mengthambat MA dalam pengambilan putusan PK atas

putusan PP?
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